BAB IlI

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG

a. Duduk Perkara

Gugatan 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG ini diregistrasikan ke Pengadilan
Agama Kayuagung pada tanggal 30 Juli 2012 yang merupakan gugatan terbaru
untuk perbaikan amar putusan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam
putusan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa almarhum Hasan bin Abdullah Kaut dan isterinya almarhummah
Hj. Ropiah binti Kemis meninggalkan tiga orang anak kandung. Selain itu juga
meninggalkan harta warisan yang belum dibagi yaitu berupa sebidang tanah uku-
ran 50 x 33 meter yang terletak di Kelurahan Mangun Jaya Kecamatan Kota
Kayuagung.

Sepeninggalnya Hasan bin Abdullah Kaut dan isterinya tanah tersebut
dikusai sepenuhnya oleh H. Abdullah bin Hasan (ayah Tergugat 1), selanjutnya
setelah H. Abdullah bin Hasan meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 1986
objek tersebut dikuasai sepenunhya oleh Tergugat | hingga saat ini.

Upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak pernah berhasil, kemudian
pada tahun 1988 ibu kandung Penggugat | dan Penggugat Il yaitu Hj. Fatimah
binti Hasan yang bertindak sendiri sekaligus sebagai kuasa saudara kandungnya

Penggugat Il telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Kayuagung
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terhadap Tergugat | (Tergugat 1) atas objek harta warisan tersebut, dengan register
perkara Nomor: 62/G/1988. Gugatan ini telah dikabulkan sepenuhnya oleh Pen-
gadilan Agama Kayuagung pada tanggal 3 Agustus 1988 dengan amar putusan
selengkapnya berbunyi :

e Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

e Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut
dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;
2. Penggugat Il mendapat 11/32 bagian;

3. Tergugat | mendapat 8/32 bagian;

4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;

e Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin Abdul-
lah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50 x 33 meter yang terletak di ke-
lurahan Mangan Jaya Kecamatan rupiah Kayuagung tersebut dapat
dibagikan kepada ahli warisnya;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini
dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu);*

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat | telah mengajukan upaya
hukum banding dan kasasi dengan Nomor: 33/G/1988/PTA.PLG tanggal 24 No-
vember 1988 dan Nomor: 39K/AG/1989 tanggal 21 Agustus 1991, akan tetapi
upaya hukum tersebut tidak diterima.

Bahwa karena upaya hukum tersebut tidak diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard), sedang putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988
mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) dan Tergugat | tetap tidak mau
melaksanakan isi putusan tersebut. Kemudian ibu kandung Penggugat | dan
Penggugat 111 (almarhum Hj. Fatimah binti Hasan) beserta saudaranya Penggugat

Il mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut ke Pengadilan Agama

Kayuagung, tetapi Pengadilan Agama Kayuagung menyatakan tidak dapat

% salinan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, him. 4-5
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melaksanakan putusan tersebut dengan alasan karena putusan tersebut tidak
memuat petitum yang bersifat condemnatoir berupa penghukuman agar Tergugat |
menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat;

Berdasarkan petunjuk / fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia No-
mor 41/TU.AG/A.1/V/1992 kepada Hj.Fatimah binti Hasan, kemudian dengan pe-
tunjuk tersebut pihak Penggugat mengajukan gugatan perbaikan atas amar Pu-
tusan Pengadilan Agama Kayuagung nomor: 62/G/1998 tersebut agar dilengkapi
dengan petitum yang bersifat condemnatoir dengan perkara nomor:
129/Pdt.G/2003/PA.KAG. Gugatan tersebut ternyata dikabulkan oleh Pengadilan
Agama Kayuagung pada tanggal 6 November 2003.

Bahwa putusan 129/Pdt.G/2003/PA.KAG telah dibatalkan oleh Pengadilan
Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor: 19/Pdt.G.2004/PTA.PLG pada
tanggal 15 April 2004 dengan alasan surat kuasa tidak sah. Karena berbagai upaya
hukum juga tidak menyelesaikan masalah sedangkan Putusan Nomor: 62/G/1998
telah berkekuatan hukum tetap maka para Penggugat mengajukan Permohonan
baru untuk memperbaiki amar Petitum yang bersifat Condemnatoir supaya Pu-
tusan tersebut dapat dilaksanakan secara paksa (eksekusi).

Pada tanggal 12 Juni 2009, almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan telah
meninggal dunia, yang merupakan ibu kandung Penggugat | dan Penggugat IlI,
maka untuk tuntasnya perkara ini para penggugat telah memohon Penggugat | dan
Penggugat 111 ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Fatimah binti Hasan dengan
bagiannya masing-masing atas objek sebagaimana tercantum dalam putusan Pen-

gadilan Agama Kayuagung Nomor : 62/G/1988.
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Bahwa akibat tindakan para Tergugat mengusai objek sengketa tersebut

selama puluhan tahun dan sama sekali tidak menunjukkan adanya itikad baik me-

nyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, jelas merugikan para Penggugat

baik Moriil maupun Materiil, maka para Penggugat juaga memohon agar kiranya

putusan Nomor: 62/G/1988 tersebut dapat dilaksanakan secara serta merta (uit

voerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi atau Peninjauan

Kembali. Selain itu juga Para Penggugat memohon agar para Tergugat membayar

uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap

harinya, apabila terlambat menyerahkan objek sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan, Para Penggugat memohon

Majelis Hakim perkara ini dengan amar putusan dalam primair sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 sehingga selengkapnya berbunyi se-
bagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah
Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;

2. Penggugat Il mendapat 11/32 bagian;

3. Tergugat | mendapat 8/32 bagian;

4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;

Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50 x 33 meter yang ter-
letak di Kelurahan Mangan Jaya Kecamatan Kayuagung tersebut
dapat dibagikan kepada ahli warisnya;

Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta
warisan tersebut di atas sesuai dengan porsi bagian masing-masing ah-
li waris yang telah ditentukan tersebut, dan jika tidak dapat dibagi
secara natura maka seluruh harta peninggalan/warisan tersebut dijual
secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari
penjualan lelang tersebut dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan
bagian mereka masing-masing;
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e Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta warisan
yang dikuasainya tersebut kepada para Penggugat sesuai dengan porsi
bagiannya masing-masing;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
Kini dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah);

. Menetapkan Penggugat | (Penggugat I) dan Penggugat 111 (Penggugat I11)

adalah ahli waris yang sah dari Hj. Fatimah binti Hasan berikut bagiannya
masing-masing;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadi-

lan Agama Kayuagung;

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta mer-

ta (uitvoerbaar bij voorraad);

Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk membayar uang paksa

(dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari

keterlambatan dalam menyerahkan objek tersebut yang menjadi bagian pa-

ra Penggugat terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap;

. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;

. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum membagi kepada

bagian sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi

Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi dari para Tergugat

tersebut. Jawaban para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya guga-

tan para penggugat nebis in idem atau exceptio res judicata, gugatan para

penggugat obscuur libel karena para Tergugat menganggapnya:

1) Para penggugat menggabungkan atau mencampur-baurkan dua
pokok yuridis sebagai dasar gugatan, yang berbeda kompetensi

peradilan yang berwenang memeriksanya;

%1 salinan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, him. 9-11
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2) Gugatan para penggugat kabur karena objek sengketa gugatan
terdapat sengketa mengenai hak milik, sehingga harus diputus
lebih dahulu oleh Peradilan Umum;

3) Gugatan amar tidak berdasarkan hukum karena tidak dikenal da-
lam hukum acara perdata;

4) Tergugat Il bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor
62/G/1988, sehingga memasukkan Tergugat Il sebagai Tergugat

Il adalah keliru;

Terhadap eksepsi para Tergugat bahwa gugatan para penggugat adalah
nebis in idem atau exceptio res judicata Majelis Hakim mempertimbangkan bah-
wa objek sengketa gugatan para penggugat telah pernah diperkarakan dalam
perkara pembagian harta warisan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap se-
bagaimana dalam putusan Nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988. Terhadap
putusan tersebut para penggugat juga telah mengajukan gugatan penambahan am-
ar yang telah dijatuhkan putusan terhadap permohonan tersebut sebagaimana ter-
cantum dalam putusan Nomor: 129/Pdt.G/2003/PA.KAG jo. putusan Nomor:
19/Pdt.G/2004/PTA.PLG tanggal 15 April 2004 yang menyatakan bahwa gugatan
penggugat tidak dapat diterima karena surat kuasa Penggugat tersebut tidak sah.

Majelis Hakim berpendapat suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan
nebis in idem jika terpenuhi secara kumulatif syarat-syarat sebagaimana tercantum
dalam Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu apa yang digugat

sudah pernah diperkarakan sebelumnya, terhadap perkara yang terdahulu telah ada
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putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat posi-
tif.

Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini para penggugat tidak membahas
soal materi gugatan sebagaimana yang telah diperkarakan sebelumnya dalam
perkara dengan nomor register perkara 62/G/1988. Namun, para penggugat hanya
meminta untuk menambahkan amar yang bersifat condemnatoir pada putusan
perkara 62/G/1988 tersebut. Maka, apa yang digugat dalam perkara 62/G/1988
berbeda dengan gugatan para penggugat saat ini.

Putusan terhadap gugatan penambahan amar yang pernah diajukan para
penggugat dengan nomor register perkara nomor 129/Pdt.G/2003/PA.KAG meru-
pakan putusan yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (niet ontvantkelijke verklaard), bukanlah merupakan putusan yang
bersifat positif. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim ber-
pendapat gugatan para penggugat tidak nebis in idem atau exceptio res judicata.

Kemudian mengenai eksepsi para Tergugat yang menyatakan obscuur li-
bel, tentang hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok
permasalahan para penggugat dalam perkara ini hanyalah memohon kepada
Majelis Hakim untuk menambahkan amar yang bersifat condemnatoir pada amar
putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang telah berkekuatan hukum tetap
dengan nomor register 62/G/1988. Oleh karena itu, terhadap eksepsi para Ter-
gugat, Majelis Hakim berpendapat patut dinyatakan ditolak.

Mengenai pendapat para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para

penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak lazim dan tidak ada aturannya
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dalam hukum acara perdata, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut,
bahwa suatu putusan supaya terjamin dapat dijalankan dan tidak bersifat illusoir,
patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam amar putusan tersebut.
Oleh karena itu, terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar yang bersifat
condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan tersebut supaya
bisa dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan baru agar terhadap
putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir kepada badan
peradilan yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut.

Adapun tentang ditariknya Tergugat Il yang awalnya bukan merupakan
pihak dalam perkara Nomor 62/G/1988, Majelis Hakim berpendapat bahwa ber-
dasarkan jawaban Tergugat Il bahwa Tergugat Il merupakan pemilik dari objek
sengketa perkara antara para penggugat dan Tergugat I. Maka Majelis Hakim ber-
pendapat sama dan mengambil alih pendapat Putusan Mahmakah Agung Nomor
1311 K/Pdt/1983 bahwa untuk menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam
gugatan, adalah baik untuk menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai
pihak. Sehingga memberi jaminan kepada Penggugat bahwa gugatannya tidak
mengandung cacat plurium litis consortium. Oleh karena itu, Majelis Hakim ber-
pendapat adalah sesuatu yang sudah seharusnya dan tidaklah menjadikan gugatan
para penggugat menjadi obscuur libel. Dari pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim memutuskan untuk menolak seluruh eksepsi para Tergugat.
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2) Dalam Pokok Perkara

Pertimbangan Majelis Hakim tentang dalil pokok gugatan para penggugat
adalah gugatan tentang penambahan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung
Nomor: 62/G/1988. Oleh karena itu, Majelis Hakim memfokuskan hanya pertim-
bangan pada pokok gugatan para penggugat saja, yaitu penambahan amar yang
bersifat condemnatoir pada putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor
62/G/1988.

Bertujuan untuk terjaminnya suatu putusan dapat dijalankan dan tidak ber-
sifat illusoir, patut dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir dalam amar pu-
tusan tersebut. Oleh karena itu, terhadap putusan yang tidak mencantumkan amar
yang bersifat condemnatoir, untuk melekatkan sifat condemnatoir atas putusan
tersebut supaya bisa dieksekusi, Penggugat semula dapat mengajukan gugatan ba-
ru agar terhadap putusan terdahulu dicantumkan amar yang bersifat condemnatoir
kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan terdahulu tersebut. Sehingga yang
patut mengajukan gugatan penambahan amar perkara a quo merupakan Penggugat
pada perkara terdahulu tersebut.

Para penggugat perkara ini bukan merupakan Penggugat pada perkara Pen-
gadilan Agama Kayuagung Nomor 62/G/1988. Majelis Hakim menimbang bahwa
objek sengketa merupakan harta warisan dari almarhum Hasan bin Abdullah Kaut,
Penggugat Il, Tergugat I dan Hj. Rohanah binti Syamsu. Adapun Hj. Fatimah
binti Hasan yang juga merupakan Penggugat dalam perkara di Pengadilan Agama
Kayuagung dengan Nomor 62/G/1988 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli

2009, sedangkan Abdullah bin Hasan (ayah kandung Tergugat I) telah meninggal
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dunia pada tahun 22 Februari 1986, kemudian Tergugat | merupakan ahli waris
satu-satunya dari Abdullah bin Hasan dan Hj. Rohana Abdullah.

Berdasarkan bukti P.16 telah ditetapkan dalam penetapan Pengadilan
Agama Kayuagung yang juga didukung oleh bukti P.3, ahli waris dari almarhu-
mah Hj. Fatimah binti Hasan (Penggugat Perkara Nomor 62/G/1988) adalah
Penggugat Ill dan Penggugat I. Sehingga para penggugat merupakan pihak yang
tepat untuk melanjutkan kepentingan almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan untuk
mengajukan gugatan penambahan amar karena memiliki kepentingan langsung
terhadap akibat dari putusan ini (persona standi in judicio). Selain itu memposisi-
kan ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut yang masih hidup dan ahli
waris dari ahli waris almarhum Hasan bin Abdullah Kaut yang telah meninggal
dunia sebagai para pihak dalam perkara a quo merupakan hal yang tepat dan tidak
mengakibatkan gugatan para penggugat menjadi kekurangan pihak (plurium litis
consortium) sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam eksepsi. Sehingga,
para penggugat telah dapat membuktikan legal standing para penggugat dan para
Tergugat terhadap perkara ini.

Para penggugat juga memohon untuk ditetapkan ahli waris. Berdasarkan
pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan
pokok gugatan perkara para penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim ber-
pendapat tidak perlu lagi menetapkan ahli waris, sehingga Majelis Hakim menya-
takan permohonan penetapan ahli waris almarhumah Hj. Fatimah binti Hasan tid-

ak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
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Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap putusan ini
dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (uitvoerbaar bij voor-
raad) meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum. Majelis Hakim
mengabulkan permohonan para penggugat terhadap putusan ini agar dapat dijal-
ankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum
(uitvoerbaar bij voorraad).

Tuntutan lain dari para penggugat yaitu menuntut ditetapkannya dwangsom
dalam keterlambatan menyerahkan objek sengketa bagian para penggugat sebesar
Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari. Majelis Hakim menjelaskan bahwa
dwangsom adalah suatu hukuman tambahan pada si terhukum untuk membayar
sejumlah uang kepada si berpiutang di dalam hal si berhutang tersebut tidak me-
menuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan
si berhutang agar supaya ia memenuhi hukuman pokok.

Majelis Hakim berpendapat untuk ditetapkan dwangsom harus terdapat ke-
rugian yang nyata bagi pihak yang menuntut dwangsom. Selain itu, dwangsom
juga tidak dapat diberlakukan pada putusan yang dapat dieksekusi secara riil atau
nyata, sedangkan perkara antara para penggugat dan para Tergugat a quo dapat
diberlakukan eksekusi secara nyata. Oleh karena itu, dwangsom tidak dapat diber-
lakukan dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim memutuskan menolak guga-

tan para Penggugat yang berkaitan dengan dwangsom.

c. Dictum
1) Dalam eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat.
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2) Dalam Konpensi

Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian

Menambahkan amar putusan Pengadilan Agama Kayuagung No-

mor: 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988 sehingga selengkapnya

berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing se-
bagai berikut:

e H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;

e PENGGUGAT Il mendapat 11/32 bagian;

e TERGUGAT | mendapat 8/32 bagian;

e H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;
Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Ha-
san bin Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50 x 33
meter yang terletak dikelurahan Mangan Jaya Kecamatan
Kayuagung dapat dibagikan kepada ahli warisnya;
Memerintahkan para Penggugat dan Tergugat untuk mem-
bagi harta warisan tersebut di atas sesuai dengan porsi bagian
masing-masing ahli waris yang telah ditentukan tersebut, dan
jika tidak dapat dibagika secara natura maka selur harta pen-

inggalan/warisan tersebut dijual lelang secara umum, dan
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uang hasil dari penjualan lelang tersebut dibagikan kepada
ahli waris sesuai dengan bagian mereka masing-masing;

e Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian harta
warisan yang dikuasainya tersebut kepada para Penggugat
sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing;

e Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu ru-
piah);

e Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mes-
kipun terhadap putusan ini diajukan upaya hukum (uitvierbaar bij
voorrad)

e Menyatakan permohonan Penetapan Ahli Waris para Penggugat
pada petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO
(Niet Ontvankelijke Verklaard);

¢ Menolak gugatan para Penggugat lain dan selebihnya;

e Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

d. Problematika Putusan Perkara Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG
Sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan oleh para pencari keadilan
tidak boleh ditolak dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal ini

sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang
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peradilan agama “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus
suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.? Begitu juga dengan pasal 5 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menya-
takan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat™.*

Putusan Nomor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG ini diajukan atas perkara yang
sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Agama Kayua-
gung Nomor: 62/G/1988. Walaupun sudah keluar surat putusan untuk perkara ter-
sebut namun eksekusi pada putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan (non-
eksekutabel) dengan alasan bahwa dalam amar putusan tidak mencantumkan sifat
penghukuman berupa amar condemnatoir akan tetapi sifatnya declaratoir atau
hanya sebatas mendeklarasikan saja.

Problematika yang terjadi dalam kasus ini mengenai pelaksanaan eksekusi
yang terkendala pada amar putusan sehingga penggugat sebagai pencari keadilan
merasa bahwa apa yang menjadi haknya masih belum terpenuhi. Permasalahan
tentang adanya kendala dalam pelaksanaan eksekusi ini dapat dikatakan terlambat,
sebab pada Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 62/G/1988 sudah
melakat kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde) sehingga upaya hukum yang

dapat dilakukan seharusnya sudah tertutup.

°2 Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan aga-
ma, didownload dari http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 17 Juni 2018

% Republik Indonesia, Undang-Undang R.1. Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan ke-
hakiman, didownload dari http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 17 Juni 2018
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Namun pada kenyataannya permasalahan ini di perkarakan kembali se-
bagai sebuah gugatan baru agar amar putusan yang sebelumnya bersifat declar-
atoir dapat diubah menjadi condemnatoir yang mengandung perintah dan
pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan. Gugatan yang dikatakan sebagali
pengajuan gugatan baru ini diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga
muncul problematika baru tentang adanya kebolehan menerima perkara yang su-
dah pernah diperkarakan sebelumnya dan tentang perubahan atau penambahan
amar.

Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor: 62/G/1988 telah mem-
peroleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga dapat dikatakan
tidak bisa diganggu gugat lagi. Semua putusan yang berkekuatan hukum tetap di-
anggap sama nilai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktiannya. Seolah-olah
terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertutup upaya
hukum, dan terhadap putusan berlaku ketentuan pasal 1917 ayat (2) Kitab Un-
dang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku asas nebis in
idem sehingga tidak bisa diperkarakan lagi (relitigation) untuk kedua kalinya.

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka pengajuan perkara Nomor:
0450/Pdt.G/2012/PA.KAG dapat dikatakan nebis in idem. Fakta lain yang men-
dukung perkara ini dikatakan nebis in idem dapat dilihat dari perjalanan proses
perkara yang juga sudah pernah diperkarakan lebih dahulu. Perkara ini juga
pernah diperkarakan berdasarkan petunjuk atau fatwa Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 41/TU.AG/A.1/V/1992 yang ditujukan kepada penggugat,

Penggugat mengajukan gugatan perbaikan atas amar Putusan Pengadilan Agama
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Kayuagung nomor: 62/G/1998 tersebut agar dilengkapi dengan petitum yang ber-
sifat condemnatoir dengan perkara nomor: 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. Gugatan
tersebut ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 6
November 2003. Akan tetapi, putusan 129/Pdt.G/2003/PA.KAG telah dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan putusan Nomor:
19/Pdt.G.2004/PTA.PLG pada tanggal 15 April 2004 dengan alasan surat kuasa
tidak sah. Pada putusan tersebut juga tidak tercipta adanya kepastian hukum, da-

lam masalah nebis in idem yang diatur oleh Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt

a. Duduk perkara

Perkara Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt yang di daftarkan pada tanggal 5
Maret 2009 ke Pengadilan agama Magetan ini merupakan gugatan baru atas
perkara perdata yang pernah di putus sebelumnya, yaitu perkara perdata nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 25 Agustus 2006.

Bahwa isi Posita nomor 8 Para Penggugat dalam perkara perdata Nomor
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt seluruh Obyek sengketa I, Obyek Il dan Obyek sengketa
Il yang dikuasai oleh para Tergugat dianggap tindakan melawan hukum.
Kemudian isi Petitum nomor 7 menyatakan menghukum Para Tergugat serta
siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dua buah
bangunan rumah yang berdiri di atas Obyek sengketa Il dan selanjutnya menye-
rahkan Obyek sengketa I, Obyek sengketa Il dan Obyek sengketa Il dalam

keadaan kosong kepada Para Penggugat untuk di bagi waris.
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Bahwa dalam dictum putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby poin 2 menyatakan sah dan beharga Sita jaminan yang
diletakkan atas Obyek sengketa I, 11, dan Il kecuali pada Berita Acara Penyitaan
Jaminan nomor 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt halaman 4 poin C dan poin 3 yang bun-
yinya memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat penyitaan pada berita
acara penyitaan jaminan berupa bangunan dapur yang berdiri di atas obyek
sengketa |.

Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Shy, ternyata Posita dan Petitum Para Penggugat di atas be-
lum dipertimbangkan sehingga putusan tersebut kesulitan untuk dilaksanakan
eksekusi karena belum ada ketegasan terhadap dua bangunan rumah dan
bangunan lain yang berdiri di atas tanah Obyek sengketa Il, yang mana dua
bangunan rumah dan bangunan lain tersebut tidak masuk dalam Obyek sengketa
perkara a quo, demikian pula terhadap bangunan dapur yang berdiri di atas Obyek
sengketa | juga tidak termasuk dalam Obyek sengketa.

Bahwa Obyek sengketa I dan Il oleh pihak eksekutor Pengadilan Agama
Magetan terdapat keraguan untuk mengeksekusi karena pembongkaran dua
bangunan rumah dan bangunan lain serta bangunan dapur pada Obyek sengketa
tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam dictum amar putusan Pengadilan
Agama Magetan Nomor 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Pengadilan Tinggi

Agama Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby.
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Bahwa karena Posita dan Petitum Para Penggugat dalam pertimbangan
amar putusan masih tercecer sedangkan putusan tersebut sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht van gawijdse) maka berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 470 K/Ag/2008 tanggal 24 Maret
2008, demi tegaknya kepastian hukum mohon agar ditambahkan dalam dictum
putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy.

Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

e Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

e Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Obyek
sengketa I, 11 dan 11l kecuali pada Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor:
505/Pdt .G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret 2007 halaman 4 (empat) point C.

e Memerintahkan kepada Jurusita, untuk mengangkat penyitaan pada Berita
Acara Penyitaan Jaminan halaman 4 (empat) point C tersebut.

o Menyatakan menurut hukum bahwa, dan adalah sebagai ahli waris Menya-
takan menurut hukum Tergugat | berhak menerima wasiat wajibah dari B.

e Menyatakan menurut hukum bahwa:

e Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten
Magetan yang terdaftar dalam Buku C Desa no.135 persil 81a D1 luas
kurang lebih 0,038 dan atau kurang lebih 380 M? dengan batas batas se-
bagai berikut:

e Sebelah selatan : Jalan desa beraspal.

e Sebelah utara : Tanah alm.

e Sebelah barat : Tanah (sekarang dikuasai Tergugat 1 dan
).

e Sebelah timur : Tanah

e Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran Kabupaten
Magetan yang terdaftar dalam buku C Desa no. 135 persil 81a DI luas
kurang lebih 0,056 Da atau kurang lebih 560 M? dengan batas-batas se-
bagai berikut:

e Sebelah selatan -

e Sebelah barat : Tanah
e Sebelah utara . MAT
e Sebelah timur : Tanah (obyek sengketa I).
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e Bangunan rumah limasan yang terdiri dari dua wuwungan dan dapur
ukuran 17,30m x 18,15m yang berdiri di atas tanah Obyek sengketa |
terdiri dari dinding tembok, atap genting, kerangka kayu jati lantai
keramik adalah harta peninggalan ;

Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing yang berhak mendapat-

kan bagian dari peninggalan, sebagai berikut:

e Tergugat | (Tergugat 1) mendapatkan 1/3 harta peninggalan atau sama
dengan 5/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.

e (Penggugat I) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta peninggalan atau sama
dengan 4/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.

e (Penggugat Il) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta peninggalan atau sama
dengan 4/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.

e (penggugat Il ) mendapatkan 1/5 x 2/3 harta peninggalan atau sama
dengan 2/15 bagian dari seluruh harta peninggalan ;
Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya
untuk menyerahkan Obyek sengketa secara baik atas Obyek sengketa I, 11 dan
Il untuk dibagi kepada yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam
dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).
Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya
untuk mengosongkan Obyek sengketa 111 dan menyerahkan Obyek sengketa
Il kepada Para Penggugat dan selanjuthya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalarn dictum point 4 (empat) dan 5 (I ima),
dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riel/natural, Obyek
sengketa I11 tersebut dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya di
serahkan kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang ber-
hak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (li-
ma).
Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya
untuk membongkar bangunan dapur yang berdiri di atas Obyek sengketa |
(Berita Acara Penyitaan Nomor: 505/Pdt .G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret
2007 halaman 4 point C) dan mengosongkan dari Obyek sengketa | serta me-
nyerahkan Obyek sengketa | kepada Para Penggugat dan selanjutnya mem-
bagi kepada yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point
4 (empat) dan 5 (1ima).
Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya
untuk membongkar dua bangunan rumah dan bangunan lainnya yang berdiri
di atas Obyek sengketa Il dan menyerahkan Obyek sengketa Il dalam keadaan
kosong kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).
Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
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e Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit
voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan

kasasi.

¢ Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perka-
raini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa
perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa masksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se-
bagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan Hakim Mediator telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pergantian Majlis Hakim, maka
Majelis Hakim yang baru telah memeriksa ulang perkara ini dengan mengambil
alin seluruh proses pemeriksaan Majlis Hakim yang terdahulu dan telah
mengkonfirmasikan kepada para pihak apakah ada perubahan atau tambahan,
yang ternyata kedua belah pihak menyatakan telah cukup. Dengan demikian
pemeriksaan ulang telah dianggap cukup;.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan
seksama putusan sela Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt tanggal 3 Juni 2009,
Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim terdahulu yang telah menjatuh-

kan Putusan Sela tersebut dan mengambil alih sepenuhnya sebagai putusan

** Salinan Putusan Nomor 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt, him. 9-12
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sendiri. Dengan demikian penegasan kembali putusan sela sebagai putusan sendiri

telah dianggap cukup;

1) Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mengajukan jawaban atas pokok perkara ter-
gugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan dan eksepsi diluar kewenangan.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, majelis hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Eksepsi Mengenai Kewenangan:

Menimbang bahwa Eksepsi mengenai kewenangan yang diajukan oleh
Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majlis Hakim dan telah diputus dengan Pu-
tusan Sela tanggal 3 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara :
e Menolak eksepsi Tergugat tersebut.
e Menyatakan Pengadilan Agama Magetan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara ini.
e Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan
perkara ini.
e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan
akhir;
2) Eksepsi diluar Kewenangan;
Menimbang bahwa eksepsi Tegugat bahwa gugatan Penggugat error in

persona dan error in obyecto, Majlis berpendapat bahwa gugatan perkara ini ada-
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lah penambahan amar putusan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. agar dapat di
eksekusi. Perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan perkara tersebut karena yang
terlibat dalam eksekusi atas perkara ini adalah para pihak dalam perkara Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. dan Obyek sengketa yang di eksekusi dalam perkara ini
adalah Obyek sengketa dalam perkara Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt. tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara
perkara Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt dengan perkara ini sehingga Tergugat
dan Obyek sengketa yang telah ditentukan oleh Penggugat sudah tepat. Oleh ka-
rena itu eksepsi Tergugat tidak beralasan Hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat prematur
Majlis berpendapat, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan panambahan amar
putusan perkara agar dapat dieksekusi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat da-
lam perkara ini, dapat ditempuh dengan dua cara:

e Diajukan eksekusi terlebih dahulu atas putusan perkara yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, setelah dieksekusi ternyata putusan
perkara tersebut dinyatakan Noneksekutabel, lalu diajukan gugatan
penambahan amar agar dapat di eksekusi.

e Sebelum diajukan/dilanjutkan eksekusi, pihak yang berperkara telah
mengetahui putusan atas perkara tersebut tidak mungkin di eksekusi kare-
na ditemukan ketidak kesempurnaan didalamnya, lalu diajukan gugatan
penambahan amar agar dapat dieksekusi.

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum acara yang berlaku tidak diatur

dengan jelas mengenai hal ini dan tidak dilarang untuk mempergunakan salah satu
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cara sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa gugatan penambahan amar putusan perkara agar dapat di eksekusi dapat
diajukan kapan saja oleh pihak berperkara, sepanjang putusan perkara tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu eksepsi Tergugat terse-
but tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa hal-hal lain yang diajukan Tergugat dalam eksepsi te-
lah memasuki pokok perkara, maka akan diperiksa dan diputus bersama-sama

dengan pokok perkara.

2) Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa
pada Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tang-
gal 21 Maret 2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007, ditemukan kekurangan dictum
mengenai perintah pongosongan atas Obyek sengketa Ill, perintah pembongkaran
terhadap bangunan dapur di atas tanah sengketa | dan perintah pembongkaran ter-
hadap dua bangunan rumah di atas tanah sengketa Il, sehingga menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaanya (eksekusi). Oleh karena itu Penggugat mengajukan
gugatan penambahan amar putusan sebagaimana terurai dalam duduk perkara agar
putusan tersebut dapat di eksekusi;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan dalil yang
pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat bukan kewenangan Penga-
dilan Agama melainkan merupakan kewenangan Mahkamah Agung ditingkat

Peninjauan Kembali dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang bahwa gugatan tersebut adalah mengenai penambahan amar
putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama (Putusan Pengadilan
Agama Magetan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Surabaya Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy) atas perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama, maka Majlis berpendapat bahwa gugatan
penambahan amar putusan tersebut tidak menyangkut materi putusan tetapi dalam
hal agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi, sedangkan
Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila berdasarkan atas alasan-alasan sesuai
ketentuan pasal 67 jo 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang peru-
bahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Menimbang bahwa setelah menelaah Putusan Pengadilan Agama Magetan
Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy telah ternyata tidak cukup alasan untuk di-
ajukan Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil Tergugat
tersebut tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat juga mengajukan dalil yang pada pokoknya
bahwa pendapat Prof. Dr. M Yahya Harahap SH. dalam buku Ruang Lingkup
Permasalah Eksekusi bidang Perdata hal 304-312, bahwa gugatan baru untuk
penambahan amar putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
sebatas amar putusan yang bersifat deklarator. Menurut Tergugat putusan Penga-
dilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli

2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak bersifat deklarator tetapi
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bersifat condemnatoir, karena itu pendapat tersebut di atas tidak dapat diterapkan
pada gugatan perkara ini. Menganai hal ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa penyelenggaraan Peradilan adalah demi tegaknya
hukum dan keadilan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman). Apabila suatu putusan tidak dapat dijalankan, maka
tujuan tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat dicapai.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Ta-
hun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwewenang memerik-
sa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama yang menjadi
kewenangannya.

Menimbang bahwa kewenangan untuk menyelesaiakan suatu perkara harus
dipahami bahwa perkara yang telah diputus harus dapat dilaksanakan. Manakala
ditemukan suatu putusan mengalami kendala dalam pelaksanaanya harus ada ter-
obosan agar putusan tersebut dapat dijalankan dengan semestinya.

Menimbang bahwa Prof. Dr. M. Yahya Harahap, SH dalam buku yang sa-
ma edisi II hal 339 alenia ke 2 berpendapat “Agar terhadap putusan perkara
Kontentiosa yang bersifat deklarator dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak
yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan ba-
ru yang dapat memungkinkan untuk di eksekusi”. Inti dari pendapat di atas bahwa
yang dapat diajukan gugatan baru adalah putusan perkara kontentiosa yang bersi-

fat diklarator agar melekat kekuatan eksekutorial.
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Menimbang bahwa dengan demikian putusan perkara kontentiosa mes-
kipun telah bersifat kondemnator namun belum sempurna dapat diajukan gugatan
baru agar dapat melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu keberatan Ter-
gugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan dalil yang pada
pokoknya bahwa  putusan  Pengadilan  Tinggi  Surabaya  Nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 dalam amarnya menyatakan hanya
mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian, oleh karena demikian tidak
adanya pengosongan dan pembongkaran dalam amar tersebut karena merupakan
bagian yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama Magetan dan Pengadilan
Tinggi Agama Surabaya. Hal tersebut di ulang kembali pada jawaban Tergugat
dalam pokok perkara butir dua dan empat. Mengenai hal ini dipertimbangkan se-
bagai berikut.

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa
mengenai pengosongan dan pembongkaran terdapat dalam petitum Penggugat
butir tujuh perkara Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt dan oleh Pengadilan Agama
Magetan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak dipertimbangkan, namun
kemudian karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka bagian tersebut
(pengosongan dan pembongkaran) merupakan bagian yang tidak diterima. Guga-
tan yang tidak diterima dapat diajukan kembali pada lain kesempatan, oleh karena
itu dalil Tergugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara butir ke tiga

dan lima adalah mengenai pelaksanaan putusan (eksekusi). Sedang perkara ini
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merupakan gugatan penambahan amar putusan perkara yang berkekuatan hukum
tetap agar dapat dieksekusi. Apapun hasil dari pelaksanaan putusan sebagaimana
dimaksud oleh Tergugat dalam jawabanya, apakah ditangguhkan, dinyatakan non
eksekutabel atau dicabut kembali oleh Pemohon eksekusi, sama sekali tidak
mempengaruhi gugatan perkara ini, karena satu sama lain tidak terkait. Oleh kare-
na itu jawaban Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Menimbang bahwa
berkaitan dengan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas Majlis Hakim
sependapat dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Ruang
Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata edisi Il halaman 339 alenia ke 2:
“Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap
suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, Hakim yang memerik-
sanya perlu diperingatkan. Setiap Hakim yang memeriksa gugatan baru yang
berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa yang
bersifat deklarator perlu memperhahatikan beberapa hal, antara lain:

e Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksaisi putusan deklara-
tor.

e Fungsi Hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang
mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut di eksekusi,
dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi
dapat dikaitkan dengan eksekusi.

e Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat
dieksekusi semestinya Hakim mengabulkannya dengan putusan ekseku-

si terlebih dahulu.
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e Esekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi

mengajukan Banding atau Verzet”.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak
memeriksa materi perkara Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt Jo Nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi hanya
memeriksa relevansi amar putusan perkara tersebut dengan Penambahan Amar
Putusan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa obyek sengketa 111 yang berdiri di atas obyek sengketa
| ternyata dikuasai oleh Tergugat, maka sebelum Obyek sengketa tersebut di se-
rahkan dan selanjutnya dibagi, segala sesuatu yang ada didalamnya harus
dikosongkan terlebih dahulu, dengan demikian perlu ditambahkan dictum se-
bagaimana petitum Penggugat pada poin 5.1;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat telah terdapat relevansi antara putusan perkara Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt Jo No.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby dengan tambahan dic-
tum yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 5.1
harus dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat poin 5.2 tentang pem-
bongkaran dan penyerahan kepada Penggugat untuk dibagi kepada yang berhak
berupa dapur yang berdiri di atas Obyek sengketa | sebagaimana dalam berita
acara penyitan halaman 4 poin ¢ Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt, tanggal 14

Maret 2007 dipertimbangkan sebagai berikut;
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Menimbang bahwa dapur sebagaimana dimaksud Penggugat di atas tern-
yata telah terbukti sebagai harta warisan yang harus jatuh kepada ahli waris se-
bagaimana termuat dalam bukti P.1 (berupa Putusan Pengadilan Agama Magetan
Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt halaman 41 alinea pertama), dan P.2 (berupa
Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 118/Pdt.G/2007/PA.Sby
Halaman 6 alinea 2). Adapun maksud diperintahkannya pengangkatan sita ter-
hadap dapur sebagaimana tercantum dalam berita acara penyitaan halaman 4 poin
c adalah karena dapur tersebut tidak termuat dalam penetapan sita, akan tetapi da-
lam pelaksanaan sita telah ternyata Jurusita meletakan sita atas dapur terebut, se-
hingga pelaksanaan sita telah melebihi penetapan sita. Oleh karena itu tuntutan
Penggugat dalam hal pembongkaran dapur di atas Obyek sengketa | sebagaimana
tuntutan Penggugat poin 5.2 di atas tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa di atas Obyek sengketa Il terdapat bangunan rumah dan
bangunan lainnya milik Tergugat, maka sebelum Obyek sengketa tersebut dis-
erahkan dan selanjutnya dibagi, segala sesuatu yang ada di atasnya yang bukan
merupakan Obyek sengketa harus dibongkar dan dikosongkan dari Obyek
sengketa terlebih dahulu, dengan demikian perlu ditambahkan dictum sebagaima-
na petitum Penggugat pada poin 5.3;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat telah terdapat relevansi antara putusan perkara Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt Jo No.118/Pdt.G/2007/PTA.Sby dengan tambahan dic-
tum yang dimohonkan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat poin 5.3

harus dikabulkan;
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Menimbang bahwa gugatan penambahan amar putusan perkara ini adalah
gugatan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, agar hak-
hak para Penggugat terjamin kelancarannya dengan merujuk pasal 180 HIR
Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara ini berkenan melaksanakan pu-
tusan beserta penambahannya tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun
ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabanya pada pokoknya mendalil-
kan bahwa disamping putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 ternyata ada putusan lain yaitu Pu-
tusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt tanggal 27 Jan-
uari 2009 (butkti T.2.), maka merujuk pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap
dalam buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksukusi Bidang Perdata halaman 312
yang pada pokoknya bahwa tuntutan putusan serta merta dapat dikabulkan apabila
tidak ada putusan lain yang berlawanan, maka sudah seharusnya tuntutan para
Penggugat atas putusan serta merta harus ditolak. Mengenai hal ini dipertim-
bangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa dalam buku yang sama edisi Il halaman 357 s/d 361
bahwa salah satu alasan hukum dan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk
menyatakan eksekusi tidak dapat dijalankan atau non eksekutabel adalah adanya
dua putusan yang berbeda. Yang dimaksud putusan disitu adalah putusan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya pelaksanaan putusan akan ter-
pengaruh bila ada putusan lain mengenai subyek dan obyek yang sama namun pu-

tusanya berbeda (berlawanan).
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Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata putusan Pengadilan Tinggi
Surabaya Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby (bukti P.2.) telah berkekuatan hukum
tetap, sedang putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor: 15/Pdt.G/2008/PN.Mgt
(bukti T.2) belum berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Magetan tersebut tidak berpengaruh apapun sekiranya perkara ini diputus dan pu-
tusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, karena putusan
perkara ini berdasarkan pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan M
Yahya Harahap dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata edisi Il halaman 262 dan 263, bahwa mengenai gugatan yang didasarkan
atas putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, menurut
pasal 1917 jo Pasal 1918 KUH Perdata pada dirinya mutlak melekat nilai
kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan, sepanjang itu
semata- mata ditujukan kepada subyek yang disebut dalam putusan atau terhadap
orang ketiga yang menguasai obyek yang disebut dalam putusan itu atau dengan
kata lain, suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
mutlak sempurna, mengikat, dan menentukan kepada kedua pihak dan kepada
pihak ketiga yang menguasai benda yang disebut dalam perkara tanpa alasan
hukum yang sah. Oleh karena itu, Hakim dapat mengabulkan putusan eksekusi
terlebih dahulu. Karena putusan tersebut mutlak sempurna, mengikat dan menen-
tukan sesuai dengan pasal 1917 jo pasal 1918 KUH Perdata, Dalam kasus yang
seperti ini, malah dianggap tidak pantas jika tidak dijatuhkan putusan eksekusi

terlebih dahulu. Hakim yang menolak putusan eksekusi terlebih dahulu terhadap
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gugatan yang seperti itu, dianggap bertentangan dengan kepatutan dan rasa keadi-
lan, karena penolakan tersebut memperlambat proses penguasaan dan penikmatan
atas barang yang sudah dinyatakan miliknya sendiri. Dengan demikian dalil Ter-
gugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalil-
kan bahwa tuntutan putusan serta merta dalam perkara Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby sudah pernah diajukan oleh
para Penggugat dan tidak dikabulkan. Putusan serta merta sebagaimana dimaksud
dalam pasal 180 HIR hanya dapat diterapkan dalam perkara sengketa kepemilikan
yang amar putusannya menghukum pihak Tergugat untuk menyerahkan obyek
sengketa. Padahal dalam perkara ini tidak ada sengketa kepemilikan antara para
Penggugat dengan para Tergugat, juga tidak ada petitum gugatan yang
menghukum para Tergugat untuk menyerahkan suatu barang kepada para
Penggugat.

Menimbang, bahwa tidak dikabulkannya tuntutan serta merta dalam perka-
ra Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby adalah dalam arti
tidak dapat diterima (bukti P.1. dan P.2.). Oleh kerena itu tuntutan tersebut dapat
diajukan lagi setiap saat dikehendaki.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 180 HIR, dapat diperintahkan
supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding
jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai

kekuatan tetap, lagi pula dalam perselisihan tentang hak milik.
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Menimbang bahwa hal serupa juga diatur dalam keputusan Mahkamah
Agung RI Nomor KMA/032/SK/I1VV/2006 pada lampiran halaman 105 dan Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000, namun mengenai sengketa
bezit dan dalam Keputusan Mahkaman Agung RI ditambahkan bukan sengketa
hak milik.

Menimbang bahwa putusan perkara ini didasarkan atas perkara Nomor
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby yang telah berkekuatan
hukum tetap. Meskipun pada mulanya perkara tersebut mengenai sengketa hak
milik, yakni Penggugat mendalilkan bahwa barang sengketa adalah barang
warisan sedang Tergugat mendalilkan bahwa barang sengketa adalah hak milik
Tergugat berdasarkan jual beli (bukti T.1 dan T.2), namun setelah perkara terse-
but diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tidak ada lagi sengketa hak milik
dalam perkara tersebut. Dengan demikian dalil Tergugat tidak beralasan hukum
dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai tuntutan serta merta
telah beralasan hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan
ini, dipandang tidak relevan. Oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat 1 HIR, maka biaya yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah;
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Menimbang bahwa gugatan Penggugat telah dikabulkan, dengan demikian
pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu biaya perkara harus
dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber-

laku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

c. Dictum

a. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

b. Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat;

Menambahkan dictum Putusan Perkara Perdata nomor: 505/Pdt
.G/2006/PA.Mgt tanggal 21 Maret 2007 junto Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Surabaya Nomor; 118/Pdt .G/2007/PTA.Sby tanggal 12 Juli 2007 sebagai berikut:

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pa-
danya untuk mengosongkan obyek sengketa Ill dan menyerahkan obyek sengketa
11 kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak
menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (I ima),
dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riel / natural, obyek sengketa
I11 tersebut dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya di serahkan kepa-
da Para Penggugat dan selan ju tnya membagi kepada yang berhak menerima se-
bagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (I ima) ;

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pa-

danya untuk membongkar dua bangunan rumah dan bangunan lainnya yang
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berdiri di atas Obyek sengketa Il dan menyerahkan Obyek sengketa Il dalam
keadaan kosong kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang
berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (I

ima); Sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1) Dalam Konpensi:

Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas Obyek
sengketa I, Il dan Il kecuali pada Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret 2007 halaman 4 (empat) point C;

Memerintahkan kepada Jurusita, untuk mengangkat penyitaan pada Berita
Acara Penyitaan Jaminan halaman 4 (empat) point C tersebut;

Menyatakan menurut hukum bahwa dan adalah sebagai ahli waris;

Menyatakan menurut hukum Tergugat | berhak menerima wasiat wajibah
dari;

Menyatakan menurut hukum bahwa:

e Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan yang terdaftar dalam Buku C Desa no.135
persil 8la D1 luas kurang lebih 0,038 da atau kurang lebih
380 M? dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan desa beraspal

Sebelah utara : Tanah alm.
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Sebelah barat . Tanah (sekarang dikuasai Tergugat
I dan I11)
Sebelah timur : Tanah

Sebidang tanah darat di Desa Kiringan Kecamatan Takeran
Kabupaten Magetan yang terdaftar dalarn buku C Desa no.135
persil 81a DI luas kurang lebih 0,056 Da atau kurang lebih 560

m? dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah selatan : Jalan

Sebelah barat : Tanah

Sebelah utara : MAT

Sebelah timur : Tanah (obyek sengketa I)

Bangunan rumah limasan yang terdiri dari dua wuwungan dan
dapur ukuran 17.30 m x 18.15 m yang berdiri di atas tanah
obyek sengketa | terdiri dari dinding tembok, atap genting,
kerangka kayu jati lantai keramik.

Adalah harta peninggalan alm.;

Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing yang berhak mendapat-

kan bagian dari peninggalan, sebagai berikut ;

Tergugat | (Tergugat 1) mendapatkan 1/3 harta peninggalan
atau sama dengan 5/15 bagiandari seluruh harta peninggalan;
(Penggugat 1) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta peninggalan atau

sama dengan 4/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.
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e (Penggugat Il) mendapatkan 2/5 x 2/3 harta peninggalan atau
sama dengan 4/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.

e (penggugat 111 ) mendapatkan 1/5 x 2/3 harta peninggalan atau
sama dengan 2/15 bagian dari seluruh harta peninggalan.

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pa-
danya untuk menyerahkan obyek sengketa secara baik atas obyek sengketa I, 1l
dan Il untuk dibagi kepada yang berhak menerima sebagaimana tersebut dalam
dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pa-
danya untuk mengosongkan Obyek sengketa Il dan menyerahkan Obyek
sengketa Il kepada 'Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang ber-
hak menerima sebagaimana tersebut dalarn dictum point 4 (empat) dan 5 (lima),
dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riel / natural, obyek sengketa
I11 tersebut dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya di serahkan kepa-
da Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang berhak menerima se-
bagaimana tersebu t dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima).

Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari pa-
danya untuk membongkar dua bangunan rumah dan bangunan lainnya yang
berdiri di atas obyek sengketa Il dan menyerahkan obyek sengketa Il dalam
keadaan kosong kepada Para Penggugat dan selanjutnya membagi kepada yang
berhak menerima sebagaimana tersebut dalam dictum point 4 (empat) dan 5 (lima)

Menyatakan gugatan Para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima.
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Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu

(uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding dan
kasasi.

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini sebesar Rp.1.016.000,-. (satu juta enam belas ribu rupiah );

d. Problematika Perkara Putusan Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt

Problematika yang menjadi pembahasan dalam putusan Nomor:
219/Pdt.G/2009/PA.Mgt adalah tentang terkendalanya pelaksanaan eksekusi yang
dilakukan oleh jurusita atas Putusan Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan
Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. Kendala dalam melaksanakan putusan tersebut
jurusita kesulitan untuk mengeksekusi karena posita dan petitum para tergugat
belum dipertimbangkan, sehingga dalam pertimbangan amar putusan masih ada
yang tercecer yaitu berupa sebuah bangunan dapur yang berdiri diatas objek
sengketa.

Asas-asas yang harus ditegakkan dalam setiap proses pengambilan putusan
menyebutkan putusan hakim harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Pu-
tusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dapat dikategorikan sebagai putusan
yang tidak cukup pertimbangan. Selain itu juga dalam proses pengambilan pu-
tusan hakim wajib mengadili seluruh bagian tuntutan serta tidak boleh mengadili
melebihi tuntutan gugatan. Pada sebelumnya vyaitu Putusan Nomor:
505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy ternyata

pada prakteknya dalam pelaksanaan eksekusi ditemukan objek lain dalam
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sengketa yang ternyata dalam posita dan petitum belum dipertimbangkan dan
disebutkan secara jelas dan rinci sehingga berdampak pada keraguan oleh jurusita
untuk membongkar objek tersebut.

Problematika lain yang menjadi permasalahan pada perkara ini adalah
dikabulkannya gugatan baru perubahan amar atau perbaikan amar putusan Nomor:
219/Pdt.G/2009/PA.Mgt oleh majelis hakim. Pada putusan sebelumnya Putusan
Nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo Putusan Nomor: 118/Pdt.G/2007/PTA.Shy
sifatnya condemnatoir atau berupa perintah penghukuman, artinya jika dilihat dari
asas pelaksanaan eksekusi sifat ini seharusnya sudah memenuhi syarat agar dapat

diaksanakannya eksekusi.

3. Deskripsi Putusan Perkara Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp

a. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat Il Radiah binti Jahri ibu kandung penggugat | yang telah
menikah dengan alm. Anang Ardiansyah, namun penggugat Il telah meninggal
dunia pada tanggal 11 Juli 2000 dengan surat kematian nomor: 474.3/09/BB/2011.

Bahwa Penggugat Il Radiana binti Anang Ardiansyah adalah anak
perempuan kandung dari alm. Anang Ardiansyah dengan Penggugat Il, dan telah
meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2012 dengan Surat Kematian Nomor:
474.3/13/ BB/2015.

Bahwa penggugat I11 memiliki anak kandung/ahli waris yang bernama An-
tung Norwigia dan Partina beralamat di jl. P. Antasari, RT.007/003 desa Barabai,

kecamatan Barabai.
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Bahwa Radiah binti Jahri pada tahun 1933 telah menikah dengan alm.
Anang Ardiansyah dengan mahar Rp.5,- (lima rupiah), penghulu yang meni-
kahkan H. Bahtiar dengan dua orang saksi bernama Salman Usu dan Suhasan.

Bahwa pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama Radiana
binti Anang Ardiansyah, Anang Syahriansyah bin Anang Ardiansyah (telah
meninggal dunia saat berusia 3 bulan), dan Anang Ariansyah bin Anang Ardian-
syah.

Bahwa pada tahun 1973, alm. Anang Ardiansyah menikah lagi (poligami)
dengan Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan), seorang janda yang telah memiliki seorang
anak yang bernama Jainah binti Bakri, akan tetapi dari perkawinan tersebut alm.
Anang Ardiansyah dan Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan) tidak memperoleh ke-
turunan.

Bahwa perkawinannya dengan Radiah binti Jahri (isteri pertama) dan Hj.
Inur (Nursiah binti Pahlan) (isteri kedua) tersebut, alm. Anang Ardiansyah telah
memperoleh harta bersama berupa tanah seluas £ 9.019 m2, dan bangunan rumah
di atasnya berukuran 10x12 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar, lingkungan
RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Ban-

jarmasin dengan batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m?;
e Sebelah Timur - Tanah milik Rahmat + 138 m?;
e Sebelah Selatan :Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti (Balitan

IV, lebar + 62,5 m?);
e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, panjang + 104

m? dan 47 m?;
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Dan 1 (satu) buah rumah, berdinding tembok beratap seng, ukuran 10

x 12 m? yang berdiri di atas tanah tersebu.

Bahwa ketiganya hidup rukun dan tinggal dalam satu rumah di kampung

Karang Anyar, RT.20/VIIl, kelurahan Lok Tabat serta tidak pernah bercerai sam-

pai alm. Anang Ardiansyah meninggal dunia.

Bahwa Anang Ardiansyah meninggal pada tahun 1988 dan meninggalkan

ahli waris beragama Islam, yaitu :

Radiah binti Jahri (isteri pertama);
Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan) (isteri kedua);
Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah(anak laki-laki);

Radiana binti Anang Ardiansyah(anak perempuan);

Ahli waris lain selain yang tersebut di atas tidak ada lagi.

Bahwa upaya membagi harta peninggalan tersebut secara damai dan

kekeluargaan telah dilakukan oleh Radiah binti Jahri beserta anak anaknya yang

sekarang sebagai Penggugat terhadap ahli waris alm. Anang Ardiansyah yang lain

yaitu Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan), akan tetapi tidak berhasil sampai sekarang,

hal ini disebabkan:

Salimah binti Saberan, yang berhubungan sebagai kemenakan dari Hj.
Inur (Nursiah binti Pahlan) mengaku telah dinikahi oleh alm. Anang
Ardiansyah sebagai isteri ketiga, dan telah memiliki 1 (satu) orang
anak yaitu Wahidah Riwayani;

Bahwa Salimah binti Saberan dan Wahidah Riwayani saat ini masih
bertahan dan bertempat tinggal di rumah keluarga alm. Anang Ardian-

syah dan hal tersebut berjalan sampai sekarang, sekaligus menguasai
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sebagian harta (obyek sengketa) tersebut dengan dalil sebagai isteri
ketiga dari pewaris alm. Anang Ardiansyah;

e Bahwa Salimah binti Saberan sampai sekarang tetap menguasai se-
buah rumah dan sebagian tanah obyek sengketa tersebut dengan dalil
bahwa alm. Anang Ardiansyah telah menghibahkan tanah dan rumah
tersebut kepadanya;

e Bahwa Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan) saat ini telah pula menguasai
sebagian tanah obyek sengketa tersebut dengan dalil telah menerima
hibah dari alm. Anang Ardiansyah;

Bahwa karena upaya kekeluargaan tidak berhasil, pada tahun 1996, Para
Penggugat telah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Martapura ter-
hadap Para Tergugat dan Turut Tergugat atas objek sengketa tersebut dengan reg-
ister perkara Nomor: 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp;

Bahwa gugatan waris tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Martapura dengan putusannya Nomor: 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp tanggal 26
Desember 1996 M bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1417 H, dengan amar
putusan yang selengkapnya dalam pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi dari Tergugat VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan almarhum
Anang Ardiansyah yang dilakukan pada tahun 1933 dan tidak pernah
bercerai sampai Anang Ardiansyah meninggal dunia;

2. Menyatakan harta berupa tanah seluas = 9.019 m2, dan bangunan rumah
di atasnya berukuran 10x12 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar,
lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Banjarba-
ru, Kabupaten Banjar dengan batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar £ 65 m2;
e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m2;
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e Sebelah Selatan :Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti (Balitan
IV, lebar £ 62,5 m);

e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, panjang + 104
m dan 47 m;

e Dan 1 (satu) buah rumah, berdinding tembok beratap seng, ukuran
10 x 12 m yang berdiri di atas tanah tersebut, adalah harta bersama
antara Anang Ardiansyah dengan Radiah binti Jahri (Penggugat) dan
H. Nursiah binti Pahlan;

3. Menetapkan harta tersebut sah dibagi sebagai berikut,

e 1 (satu) bagian tanah di sebelah timur/kanan ukuran 21,5 m, panjang
ukuran 138 m untuk Hj. Nursiah;

e 1 (satu) bagian tanah ditengah ukuran lebar 20 m, panjang ukuran
lebih 138 m, berikut 1 (satu) buah rumah permanen, dinding tembok,
atap seng ukuran 10 x 12 meter yang berdiri di atas tanah tersbut un-
tuk Radiah binti Jahri (Penggugat);

e 1 (satu) bagian tanah sebelah barat/kiri ukuran panjang kanan 138 m,
Kiri 104 m dan 47 m serta lebar muka 23,5 m dan lebar belakang 21
m untuk Salimah (Tergugat I);

4. Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyah sebagai berikut,

e Radiah binti Jahri (isteri);

e Hj. Inur (Nursiah binti Pahlan) (isteri);

¢ Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah (anak laki-laki);

e Radiana binti Anang Ardiansyah(anak perempuan);

5. Menyatakan perkawinan Anang Ardiansyah dan Salimah binti Sabran
(Saberan) tidak sah menurut hukum;

6. Menyatakan batal hibah almarhum Anang Ardiansyah kepada Salimah
binti Saberan (Tergugat I) atas tanah dan rumah bagian Radiah binti Jah-
ri tersebut di atas (dictum 4.2);

7. Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah dan rumah tersebut
dalam dictum angka 4.2. di atas, kepada Penggugat dalam keadaan
kosong dan tanpa beban apapun juga; kecuali tanah yang dikuasai Ter-
gugat VI ukuran 20 x 39 meter, dapat diganti dan diperhitungkan dengan
bagian Salimah tersebut di atas (dictum 4.3 di atas);

8. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat IlI, IV, V, VI dan
VII tidak dapat diterima;

9. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak selebihnya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 169.000,00 (seratus
enam puluh sembilan ribu rupiah), secara bersama-sama;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut Tergugat
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan register

perkara Nomor 09/Pdt.G/1997/PTA.Bjm tanggal 21 Mei 1997 M bertepatan
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dengan tanggal 14 Muharram 1418 H, dengan amar putusan yang selengkapnya

dalam pokok perkara sebagai berikut;

Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26
Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1417 H,
perkara Nomor 121/Pdt.G/1996/PA. Mtp, dengan perbaikan amar pu-

tusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Eksepsi,

Menyatakan eksepsi dari Tergugat VI tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaian;

2. Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan Anang Ardian-
syah yang dilangsungkan pada tahun 1933 dan tidak pernah bercerai
sampai Anang Ardiansyah meninggal dunia;

3. Menyatakan harta berupa tanah seluas + 9.019 m?, dan bangunan rumah
di atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar,
lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Ban-
jarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m?;

Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m?;

Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti
(Balitan 1V, lebar £ 62,5 m);

Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, *+ panjang 104
m dan 47 m;

Dan 1 (satu) buah rumah permanen, berdinding tembok, beratap
seng, ukuran 10 x 12 meter yang berdiri di atas tanah tersebut, ada-
lah harta peninggalan dari Anang Ardiansyah yang harus dibagi
kepada ahli warisnya;

4. Menetapkan harta tersebut sah dibagi sebagai berikut:

4.1 1 (satu) bagian tanah di sebelah timur/kanan ukuran lebar 21,5 m,

panjang ukuran 138 m untuk Hj. Nursiah;

4.2 1 (satu) bagian tanah ditengah ukuran lebar 20 m, panjang ukuran

lebih 138 m, untuk Salimah binti Sabran;

4.3 1 (satu) bagian tanah sebelah barat/kiri ukuran panjang kanan 138

m, Kiri 104 m dan 47 m serta lebar muka 23,5 m dan lebar
belakang 21 m untuk Radiah serta anakanaknya;

5. Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyahsebagai berikut,

Radiah binti Jahri;
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e Hj. Nursiah binti Pahlan; dan
e Anang Ariansyah (anak laki-laki);
e Radiana binti Anang Ardiansyah(anak perempuan);

6. Menyatakan perkawinan Anang Ardiansyahdan Salimah binti Sabran
tidak sah menurut hukum;

7. Menyatakan batal hibah alm. Anang Ardiansyahkepada Salimah binti
Saberan (Tergugat 1) atas tanah dan rumah sesuai dengan fatwa hibah
yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura tanggal 18 Pebru-
ari 1989 Nomor 35 Tahun 1988;

8. Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah tersebut dalam dic-
tum angka 4.3. di atas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan
tanpa beban apapun juga; kecuali tanah yang dikuasai Tergugat 11 uku-
ran 10 x 15 m yang dapat diganti dan dengan bagian Salimah tersebut
serta diperhitungkan dengan uang kontan sesuai dengan harga pasaran
yang berlaku;

9. Menyatakan, dan 1 (satu) buah perumahan, berdinding tembok beratap
seng ukuran 10 x 12 m yang berdiri di atas tanah milik Salimah binti
Sabran adalah milik bersama antara Radiah binti Jahri, Hj. Nursiah binti
Pahlan dan Salimah binti Sabran;

10. Menghukum Tergugat | untuk membagi rumah milik bersama tersebut
dlam dictum 9, sepertiga untuk Radiah binti Jahri, sepertiga untuk Hj.
Nursiah binti Pahlan sedangkan sisanya sepertiga untuk Tergugat
sendiri. Bagi yang ingin memiliki rumah bersama tersebut secara utuh
dapat memberikan ganti rugi kepada yang lainnya sesuai dengan kese-
pakatan bersama;

11. Menyatakan gugatan Penggugat 1V, V, VI dan VII tidak dapat diterima;

12. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;

13. Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Penggugat untuk membayar
biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan
sebesar Rp. 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah),
secara bersama-sama;

14. Menghukum Pembanding untuk membayar segenap biaya yang timbul
dalam perkara ini yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebe-
sar Rp. 48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tersebut, Turut
Tergugat/Pembanding 1l mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI

dengan register perkara Nomor: 292.K/AG/1977 tanggal 31 Agustus 1999 M,

dengan amar putusan yang selengkapnya berbunyi;
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Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon: Wahidah Riwayani
tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin tanggal
21 Mei 1977 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1418 H,
Nomor 09/Pdt.G/1977/PTA.Bjm dan Putusan Pengadilan Agama
Martapura tanggal 26 Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal

15 Sya’ban 1417 H, Nomor 121/Pdt.G/1996/ PA .Mtp;

Dalam Eksepsi
Menyatakan eksepsi Tergugat V1 dapat diterima;
Dalam Pokok Perkara

1.
2.

3.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan almarhum yang
dilakukan pada tahun 1933;

Menetapkan bahwa tanah seluas + 9.019 m2, dan bangunan rumah di
atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak di Jalan Karang Anyar,
lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat, Kecamatan Ban-
jarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan batas-batas:

e Sebelah Utara : Jalan Karang Anyar + 65 m2;

e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat + 138 m2;

e Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti
(Balitan 1V, lebar £ 62,5 m);

e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono, + panjang 104
m dan 47 m;

adalah harta bersama almarhum Anang Ardiansyahdan 2 (dua)
orang isterinya, Radiah binti Jahri dan Nursiah bint Pahlan;
Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyah sebagai berikut,
4.1 Radiah binti Jahri (isteri I);
4.2 Hj. Nursiah binti Pahlan (lsteri I1);
4.3 Anang Ariansyah (anak laki-laki);
4.4 Radiana (anak perempuan);
Membatalkan hibah tanah dan rumah tersebut dalam angka 3 (tiga) di
atas yang dilakukan oleh alm. Anang Ardiansyahdan Salimah binti Sa-
bran;
Menyatakan perkawinan Salimah binti Sabran dengan Anang Ardian-
syah batal demi hukum;
Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat
diterima;
Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya
perkara, tingkat pertama, tingkat banding, maupun dalam tingkat
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kasasi dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,00
(lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Tergugat
I/Pembanding I/Turut Termohon Kasasi mengajukan permohonan Peninjauan
Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dengan register perkara Nomor
36.PK/AG/2002 tanggal 20 Januari 2005 M, dengan amar putusan Yyang
selengkapnya dalam pokok perkara sebagai berikut;

e Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali Salimah binti Sabran (Saberan) tersebut;”

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Salimah binti
Sabran (Saberan) Nomor 36.PK/AG/2002 ditolak, kemudian putusan Kasasi No-
mor : 292.K/AG/1997 yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah membatalkan
sebelumnya yaitu Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dan
Putusan tingkat Pertama Pengadilan Agama Martapura, maka secara otomatis Pu-
tusan Kasasi tersebut menjadi acuan atas sengketa harta warisan oleh para
Penggugat.

Penggugat telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada tang-
gal 07 Oktober 2013 ke Pengadilan Agama Martapura, namun melalui Surat No-
mor W15.A12/420/Hk.05/1VV/2014 tanggal 07 April 2014 yang dikeluarkan oleh
Pengadilan Agama Banjarbaru menyatakan bahwa Putusan Kasasi tersebut tidak
dapat di eksekusi (non executable) karena amar putusan tidak mengandung con-

demnatoir berupa Penghukuman kepada Tergugat.

% salinan Putusan Nomor : 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp hal 6-13
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Berdasarkan permasalahan tersebut Mahkamah Agung RI memberi petun-
juk (FATWA) kepada Anang Ariansyah bin Anang Ardiansyah melalui surat
Nomor 91/WK.MA.Y/XI11/2014 yang isinya menyatakan pelaksanaan eksekusi
diserahkan kepada Pengadilan Agama Martapura dibawah pengawasan Pengadi-
lan Tinggi Agama Banjarmasin selaku kawal depan (voorpost), sehingga dalam
hal ini Penggugat berinisiatif mengajukan permohonan gugatan penambahan amar
atas putusan Kasasi Nomor: 292.K/AG/1997.

Untuk menghindari terjadinya putusan hamapa (illusoir) para Penggugat
memohon agar dapat meletakkan sita jaminan atas Obyek sengketa tersebut dan
dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada
verzet, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali, karena tindakan Para Ter-
gugat mengusai Objek Sengketa selama puluhan tahun telah merugikan Penggugat
sedangkan upaya penyelesain secara damai dan kekeluargaan tidak pernah ber-
hasil.

Tergugat selama ini menunjukkan itikad tidak baik dengan tidak menye-
rahkan Objek Sengketa kepada Penggugat, untuk menjamin hal tersebut maka
Penggugat juga memohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila terlambat menye-
rahkan Objek Sengketa.

Berdasarkan berbagai alasan yang telah diuraikan tersebut, Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan menerima, memeriksa
dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR
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Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperbaiki amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Rl Nomor 292.K/
AG/1997, tanggal 31 Agustus 1999 M, sehingga selengkapnya berbunyi
sebagai berikut:

e Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

e Menyatakan sah perkawinan Radiah binti Jahri dengan almarhum
yang dilakukan pada tahun 1933;

e Menetapkan bahwa tanah seluas £ 9.019 m2, dan bangunan rumah
di atasnya berukuran 10 x 20 m, yang terletak di Jalan Karang An-
yar, lingkungan RT.20, RW.VIII, Kelurahan Loktabat, Kecamatan
Banjarbaru, Kabupaten Banjarbaru dengan batas-batas:

e Sebelah Utara  :Jalan Karang Anyar;
e Sebelah Timur : Tanah milik Rahmat;
e Sebelah Selatan : Tanah Perumahan PT. Dalem Sakti;
e Sebelah Barat : Tanah Jamain/Ir. Maryono;
Adalah harta bersama almarhum Anang Ardiansyahdan 2 (dua)
orang isterinya, Radiah binti Jahri dan Nursiah bint Pahlan;
e Menetapkan ahli waris Anang Ardiansyahadalah sebagai berikut,
e Radiah binti Jahri (isteri I);
e Hj. Nursiah binti Pahlan (lIsteri Il);
e Anang Ariansyah (Anak laki-laki);

e Radiana (Anak perempuan);
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e Membatalkan hibah tanah dan rumah tersebut dalam angka 3 (tiga)
di atas yang dilakukan oleh alm. Anang Ardiansyahdan Salimah
binti Sabran;

e Menyatakan perkawinan Salimah binti Sabran dengan Anang Ardi-
ansyahbatal demi hukum;

e Memerintahkan kepada Tergugat | dan Tergugat Il untuk menye-
rahkan obyek harta tersebut dalam posita 4 (empat) di atas kepada
para ahli warisnya dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun
juga;

e Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk menyerahkan obyek
harta yang dikuasainya tersebut kepada para ahli warisnya agar
dapat dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing dan jika tidak
dapat dibagi secara natural/riil maka seluruh harta peninggalan ter-
sebut akan dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan
uang dari penjualan lelang tersebut akan dibagikan kepada ahli
warisnya dengan bagian mereka masing-masing;

e Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang tim-
bul dalam perkara ini;

e Menghukum Terguga tl dan Tergugat Il untuk membayar semua
biaya yang timbul akibat perkara ini;

3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;
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4. Mengukum Tergugat I, Tergugat Il dan Penggugat untuk membayar
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR
e Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon
kiranya diputuskan dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Ae-

quo et Bono).

b. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah se-
bagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum diperiksa maka pencabu-
tan perkara tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis
Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan dari Penggugat ter-
sebut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada
pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka

pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (I) Undang-Undang No. 7
tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tera-
khir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan ketentuan perundang-undangan

yang berkaitan dengan perkara ini ;

c. Dictum
1. mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

d. Problematika Putusan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp

Problematika pada putusan ini adalah pada putusan sebelumnya yaitu pu-
tusan perkara Nomor: 292.K/AG/1997 yang telah diajukan permohonan eksekusi,
namun permohonan tersebut melalui surat Nomor: W15.A12/420/Hk.05.1VV/2014
oleh Pengadilan Agama Banjarbaru di tolak dan dinyatakan tidak dapat di ekseku-
si (non executable) karena amar putusan tidak mengandung condemnatoir berupa

penghukuman kepada tergugat.

Pada putusan perkara Nomor: 292.K/AG/1997 merupakan putusan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijdse) sehingga hanya

putusan inilah yang dapat dijadikan dasar hukum oleh penggugat untuk
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mendapatkan haknya sebagai pencari keadilan. Pada putusan perkara Nomor:
292.K/AG/1997 menurut penulis dapat dikatakan mengandung kecatatan hukum
pada amarnya yang tidak mencantumkan perintah penghukuman kepada pihak

yang dikalahkan.

Selain itu juga putusan ini dalam amarnya menyatakan untuk membatalkan
putusan dibawahnya, padahal dalam putusan tingkat pertama putusan Nomor
121/Pdt.G/1996/PA.Mtp dan putusan tingkat banding putusan Nomor
09/Pdt.G/1977/PTA.Bjm mengandung perintah penghukuman atau bersifat
condemnatoir. Perkara yang berlanjut ke tingkat kasasi yaitu perkara Nomor:
292.K/AG/1997 ini juga dimenangkan oleh penggugat, namun amar pada putusan
tersebut justru berbeda dengan hilangnya amar berupa perintah penghukuman
sehingga sifat putusannya berubah declaratoir atau hanya sebatas

mendeklarasikan saja.

Putusan perkara Nomor: 292.K/AG/1997 sudah memiliki kekuatan hukum
tetap (inkracht van gewijdse) dan tergugat tidak menjalankan isi putusan secara
sukarela, maka dua asas ini sudah memenuhi syarat pelaksanaan putusan dengan
jalan paksa atau eksekusi dengan bantuan hukum. Namun setelah diajukannya
permohonan eksekusi maka diketahui bahwa ada asas lain yang tidak terpenuhi
yaitu sifat condemnaoir atau berupa perintah penghukuman sehingga pelaksanaan

eksekusi tersebut dinyatakan non exxecutable atau tidak dapat dilaksanakan.

Mengingat perkara ini belum terselesaikan dengan jangka waktu yang

sangat lama maka keadaan hukum lainnya juga ikut berubah hingga melewatkan
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satu generasi dan menimbulkan perpindahan ahli waris yang baru. Objek sengketa
yang dikuasai oleh tergugatpun demikian bahkan sudah berpindah tangan
beberapa kali. Selain itu juga objek sengketa saat ini sudah bukan wewenang
wilayah Pengadilan Agama Martapura lagi dengan sebab adanya pemekaran

wilayah yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru.
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Putusan/Penetapan
No Indikator Putusan Pengadilan Agama Putusan Pengadilan Agama Penetapan Pengadilan Agama
' Kayuagung Putusan Nomor: Magetan Nomor: Martapura Putusan Nomor:
0450/Pdt.G/2012/PA.KAG 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp
. Sengketa eksekusi waris Sengketa eksekusi waris Sengketa eksekusi waris
1. Jenis Perkara - - -
Contensius Contensius Contensius
5 Status Guaatan Gugatan Perbaikan Amar Gugatan Penambahan Amar Gugatan PenambahanAmar
' g Dikabulkan Dikabulkan Dicabut
3. Sifat Gugatan condemnatoir Condemnatoir Declaratoir
Tidak dijalankan secara sukarela Tidak duals;lrljg secara su- Tidak dijalankan secara sukarela
Permohonan Eksekusi pada pu- | Permohonan Eksekusi pada pu- | Permohonan Eksekusi pada pu-
tusan sebelumnya Tidak dapat tusan sebelumnya Tidak dapat tusan sebelumnya Tidak dapat
dilaksanakan (non executable) dilaksanakan (non executable) dilaksanakan (non executable)
4. Dasar Alasan

Putusan sebelumnya amar bersi-
fat declaratoir tidak bersifat con-
demnatoir

Putusan sebelumnya amar ber-
sifat condemnatoir tetapi tidak
jelas dan tercecer obyek
sengketa

Putusan sebelumnya amar bersi-

demnatoir

fat declaratoir tidak bersifat con-

Petunjuk (FATWA) Mahkamah
Agung Rl Nomor:

41/TU.AG/A.1/V/1992

Petunjuk (FATWA) Mahkamah
Agung RI Nomor :
91/WK.MA.Y/XI11/2014
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No | Putusan/Penetapan Indikator
Putusan Jenis Status Gugatan Sifat Upaya Pelaksanaan
Sebelumnya Gugatan Putusan Hukum Putusan
Tidak dijalankan
secara sukarela
permohonan
Pe%l;a}g/?l;ggor. G\;JV%artizn Dikabulkan Declaratoir Biasa ekﬁ;ﬁ';;ﬁ ak
aksanakan, alasan
petitum tidak ber-
Putusan Pengadilan sifat condemnatoir
Agama Kayuagung | Perkara Nomor: uoatan
1. Putusan Nomor: 33/G/1988/PTA. gV\?aris Tidak dikabulkan - Banding -
0450/Pdt.G/2012/PA PLG
KAG e s | QU9 | Tigak dikabulkan : Kasasi :
Dikabulkan tetapi Gugatan baru
Perkara Nomor: | Sengketa d'bz} g;ﬁaﬂgrﬁgfu' arﬁg:baig;agu-
129/Pdt.G/2003/ eksek_u5| 19/Pdt.G.2004/PT condemnatoir tusan Perkara -
PA.KAG waris )
A.PLG, alasan su- Nomor:
rat kuasa tidak sah 62/G/1988
Putusan Pengadilan | Perkara Nomor: Gugatan
2. Agama Magetan 505/Pdt.G/2006/ Waris Dikabulkan condemnatoir Biasa

Nomor:

PA.Mgt
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219/Pdt.G/2009/PA. Tidak dijalankan
Mgt secara sukarela
Perkara Nomor: Gugatan eiigl?t?sr:q[?(?gk
118/Pdt.G/2007/ . Dikabulkan condemnatoir Banding )
PTA.Shy Waris dapat dil-
aksanakan, alasan
posita dan petitum
tercecer
Z%‘j‘;‘(rfANgj’zrggg G\‘jvgflt:‘” Tidak dikabulkan Kasasi i
Perkara Nomor: Gugatan
121/Pdt.G/1996/ . Dikabulkan condemnatoir Biasa -
waris
PA.Mtp
Perkara Nomor: Gugatan
09/Pdt.G/1997/P waris Dikabulkan condemnatoir Banding -
Penetapan Pengadi- TA.Bjm
lan Agama Marta- Tidak dijalankan
pura Putusan No- secara sukarela
mor: permohonan
0449/Pdt.G/2015/PA | Perkara Nomor: | Gugatan . . . eksekusi tidak
Mitp 992 K/AG/1997 w%ris Dikabulkan declaratoir Kasasi dapat dil-
aksanakan, alasan
petitum tidak ber-
sifat condemnatoir
Perkara Nomor: | Gugatan . . Peninjauan
36 PKIAGI2002 | waris | Tidek dikabulkan Kembal )
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B. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan apa yang penulis jelaskan pada bab Il untuk menyelesaikan
suatu perkara bagi para pencari keadilan yang merasa hak-haknya tidak terpenuhi
maka dapat menyelesaikannya dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan.
Dalam mengajukan perkara ke pengadilan tentunya ada hukum acara peradilan
yang berlaku baik itu yang bersifat formil maupun materil. Begitu juga dengan
pengadilan, dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan tentunya diharuskan
memiliki dasar hukum pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan
hukum perundang-undangan. Dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama diatur tentang Hukum Acara di Lingkungan
Peradilan Agama yang terdiri dari pasal 54 sampai dengan Pasal 91. Pasal 54
menentukan Hukum Acara yang berlaku adalah hukum acara perdata yang berla-
ku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara
khusus oleh undang-undang ini.

Problematika eksekusi adalah peristiwa yang menyebabkan pelaksanaan
eksekusi berjalan tidak sesuai dengan apa yang direncakanan sehingga berakibat
hasil akhir tidak seperti yang diharapkan, oleh karena timbulnya sebab-sebab yang
diluar perkiraan atau yang telah diprediksi sebelumnya, baik yang dapat
diketemukan solusinya maupun yang tidak diperoleh pemecahannya.®® problemat-

ika eksekusi yang penulis temukan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu putusan

*Ali Masykuri Haidar, Makalah Eksekusi dan Problematikanya. Diakses melalui situs:
https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2016/Makalah%20Eksekusi.pdf pada tanggal 16 Juni
2018, him. 2



https://www.pta-pontianak.go.id/e_dokumen/2016/Makalah%20Eksekusi.pdf
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perkara Nomor: 62//G/1988, Putusan perkara Nomor:505/Pdt.G/2006/PA.Mgt,

dan putusan nomor: 292.K/AG/1997.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya maka dalam hal ini

kemudian penulis mencoba menganalisis problematika pelaksanaan eksekusi yang

penulis temukan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Analisis Problematika Pelaksanaan Putusan pada Gugatan Baru No-
mor: 0450/Pdt.G/2012/PA.KAG

Sumber problematika ini disebabkan pada putusan Nomor: 62/G/1988

telah diajukan permohonan eksekusi oleh penggugat kepada Pengadilan Aga-

ma Kayuagung, namun permohonan eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan

(noneksekutabel) dengan alasan bahwa dalam amar putusan tidak mencan-

tumkan sifat penghukuman berupa amar condemnatoir. Amar Putusan No-

mor: 62/G/1988 bersifat declaratoir atau hanya sebatas mendeklarasikan saja,

hal ini bisa kita lihat pada isi amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya;

Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Hasan bin Abdullah
Kaut dengan kadar bagiannya masing-masing sebagai berikut :

1. H. Fatimah binti Hasan mendapat 11/32 bagian;

2. Penggugat Il mendapat 11/32 bagian;

3. Tergugat | mendapat 8/32 bagian;

4. H. Rohanah binti Syamsu mendapat 2/32 bagian;

Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Hasan bin
Abdullah Kaut berupa sebidang tanah, ukuran 50 x 33 meter yang ter-
letak di kelurahan Mangan Jaya Kecamatan rupiah Kayuagung terse-
but dapat dibagikan kepada ahli warisnya;

Menolak gugatan rekonvensi Tergugat;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
kini dihitung sebesar Rp 16.000,-(enam belas ribu);*’

%7 Salinan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, hlm. 4-5
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Pada amar putusan Nomor: 62/G/1988 yang penulis amati bahwa me-
mang benar tidak melekat ciri yang menjadi putusan itu dapat dikatakan bersi-
fat condemnatoir. M. Yahya Harahap Menjelaskan ciri-ciri yang dapat dijadi-
kan indikator menentukan suatu putusan bersifat condemnatoir, amar putusan
dirumuskan dengan kalimat:

a. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suatu barang.

b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau
rumah.

€. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan ter-
tentu.

d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau
keadaan.

e. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah

uang.*®

Sebelum mengajukan gugatan perbaikan amar pada putusan Nomor:
0450/Pdt.G/2012/PA.KAG ini penggugat juga pernah mengajukan hal serupa,
berdasarkan petunjuk / fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
41/TU.AG/A.I/V/1992 yang ditujukan kepada penggugat, Penggugat
mengajukan gugatan perbaikan atas amar Putusan Pengadilan Agama Kayua-
gung nomor: 62/G/1998 tersebut agar dilengkapi dengan petitum yang bersifat
condemnatoir dengan perkara nomor: 129/Pdt.G/2003/PA.KAG. Gugatan ter-

sebut ternyata dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 6

% M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed.
Kedua, Cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), him. 12-13
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November 2003. Akan tetapi, putusan perkara Nomor:
129/Pdt.G/2003/PA.KAG telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pa-
lembang dengan putusan Nomor: 19/Pdt.G.2004/PTA.PLG pada tanggal 15
April 2004 dengan alasan surat kuasa tidak sah.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas dapat penulis pahami sementara
bahwa yang menjadi problematika dalam kasus tersebut dapat dikelompokkan
menjadi dua. Pertama, Putusan Nomor: 62/G/1998 tidak bersifat condemnatoir
sehingga wajar saja tidak dapat dilaksanakan eksekusi. Kedua, putusan yang
telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dapat diperkarakan
kembali dengan jalan gugatan baru perubahan/perbaikan/penambahan amar.
Berangkat dari dua hal ini maka yang menjadi pertanyaannya adalah: apakah
boleh hal tersebut dilakukan? Apa dasar hukumnya? Apakah tidak akan terjadi
nebis in idem? sebab gugatan baru tersebut sudah pernah diperkarakan sebe-
lumnya.

Melihat dari tiga pertanyaan tersebut maka perlu diketahui bahwa pada
dasarnya gugatan baru atas perkara yang sudah diputus sebelumnya memang
tidak lazim dilakukan baik itu dalam ruang lingkup peradilan agama maupun
peradilan umum. Selain itu juga ketentuan dan peraturannya tidak ada dalam
hukum acara, sehingga jika perkara seperti ini diperbolehkan maka harus ada
dasar hukum yang kuat untuk membenarkan alasan tersebut.

Sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan oleh para pencari keadilan
tidak boleh ditolak dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Hal

ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 ten-
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tang peradilan agama “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau
kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya”.” Begitu juga
dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim konstitusi wajib meng-
gali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyaraka‘t”.100

Memutus suatu perkara hakim haruslah terlebih dahulu mempertim-
bangkan seluruh tuntutan dan mencantumkan dasar hukumnya. Dasar hukum
dalam memutus tidak harus dari undang-undang atau konstitusi yang tertulis.
Selain melalui undang-undang hakim dapat memutus dari yurisprudensi atau
putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdapat pula doktrin
atau pendapat para ahli yang bisa menjadi sandaran untuk memutus. Dalam
ilmu hukum disebut dalam bagian sumber hukum dalam arti formal. Yaitu,
undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan perjanjian.'*

Menjawab tiga pertanyaan sebelumnya M. Yahya Harahap berpendapat

bahwa sifat deklarator yang terdapat dalam putusan perkara kontetiosa

(perkara sengketa) dapat berubah menjadi putusan yang berkekuatan eksekusi

% Republik Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan aga-
ma, didownload dari http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 17 Juni 2018

1% Republik Indonesia, Undang-Undang R.l. Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan

kehakiman, didownload dari http://www.hukumonline.com/ pada tanggal 17 Juni 2018

' Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, cet. 11, (Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2014), him. 89


http://www.hukumonline.com/
http://www.hukumonline.com/
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dengan bantuan gugatan baru, yang mana gugatan tersebut dapat juga disertai
dengan permintaan untuk melaksanakan secara serta merta.*%?

Selain itu, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum juga
berpendapat bahwa jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang
bersifat kondemnator sebagaimana tersebut diatas, maka pihak yang ingin agar
putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada pengadilan
yang memutuskan perkara semula, dengan dalil gugatan berdasarkan putusan
deklarator dan meminta dalam Petitum agar barang-barang yang telah diputus
dalam perkara terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu diminta putusan
uitvoerbaar bij vorraad (putusan serta merta) meskipun ada banding dan
kasasi.'®

Kedua pendapat ini tentunya bisa dijadikan dasar hukum oleh hakim
dalam memutus suatu kasus in konkreto atau belum ada hukumnya, karena
pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum atau pakar hukum dapat
dikatakan sebagai sebuah doktrin. Melalui doktrin, tulisan-tulisan ilmiah para
pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut pautnya
dengan perkara yang sedang di periksa dapat digunakan sebagai metode
penemuan hukum hakim baik itu dengan metode interpretasi atapun

konstruksi.

102 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 875

'% Abdul Manan, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata, (makalah Rakernas
2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011)
him. 18
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Nebis in idem adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah
pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama
dan pihak-pihak yang bersengketa juga orangnya sama. Apa yang menjadi
sengketa adalah sama dengan yang telah diputus dan putusan tersebut telah
berkekuatan hukum tetap.'® Jika penulis amati dari pengertian ini maka sudah
jelas dalam hal gugatan baru atas perkara kontentiosa yang terdapat sifat
deklarator agar dapat di eksekusi dengan menambahkan sifat kondemnator
dapat dikatakan nebis in idem.

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum dalam hal
gugatan baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak akan terjadi nebis
in idem karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang telah diputus sebe-
lumnya.’® Jika putusan yang bersifat deklarator itu dibiarkan, maka akan il-
lusoir (hampa) dan tidak ada manfaat serta tidak ada kepastian hukum.'%
Pendapat ini menurut penulis dapat dibenarkan karena tujuan akhir dari
sebuah putusan adalah dilaksanakan baik secara suka rela maupun paksa atau
eksekusi. Jika putusan tidak dapat dijalankan maka suatu putusan tidak ada
nilainya dan sia-sia sehingga mengajukan gugatan perkara ke pengadilan

hanya akan buang-buang waktu, tenaga, dan biaya.

'%Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, cet.

VI (Jakarta: Kencana, 2008), him. 301

'%Abdul Manan, Eksekusi dan Lelang dalam Hukum Acara Perdata, (makalah Rakernas
2011 Mahkamah Agung dengan Pengadilan seluruh Indonesia, Jakarta, 18-22 September 2011)
him. 18

%1bid
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Senada dengan hal tersebut M. Yahya Harahap juga mengatakan Asas
nebis in idem tidak melekat pada semua putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap. Tergantung pada bentuk putusan yang dijatuhkan, apakah bersi-

fat positif atau negatif.’"’

Menurut beliau apabila suatu putusan berdasarkan
sifat negatif seperti hal tersebut maka putusan tidak melekat asas nebis in
idem, tidak memiliki kepastian hukum kepada para pihak, tidak mempunyai
kekuatan mengikat kepada para pihak. Sehingga dalam keadaan seperti itu
pihak yang merasa berkepentingan dapat atau berhak mengajukan perkara un-
tuk kedua kalinya dengan jalan menyesuaikan atau memperbaiki cacat formil
yang dimaksud pada gugatan semula.*®

Lebih lanjut M. Yahya Harahap menjelaskan sehubungan dengan
pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi terhadap suatu putusan
perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, Hakim yang memeriksanya perlu
diperingatkan. Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru yang berkenaan
dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersi-
fat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa isi putusan
deklarator

b. Fungsi Hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang

mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut di eksekusi,

710

197 yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. XV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.

1% 1pid,
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dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator

tadi dapat dikaitkan dengan eksekusi.

c. Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat
dieksekusi semestinya Hakim mengabulkannya dengan Putusan
eksekusi terlebih dahulu.

d. Eksekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi
mengajukan Banding atau Verzet.'*

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas maka penulis memahami bah-
wa dalam hal gugatan baru yang diajukan ke pengadilan dapat diterima atau
dikabulkan dan tidak akan terjadi nebis in idem dengan dasar alasan telah di-
jelaskan sebelumnya. Sedangkan dasar hukum hakim dalam menerima dan
mengabulkan guagatan tersebut adalah dengan doktrin pakar hukum. Adapun
mengenai jalannya persidangan mulai dari pemeriksaan sampai kepada pem-
bacaan putusan majelis hakim yang menangani perkara tersebut dapat
menginterpretasikan sendiri doktrin yang digunakan dengan mengaitkannya

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Analisis Problematika Pelaksanaan Putusan pada Gugatan Baru
Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp

Putusan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp diajukan pada tanggal 22
juni 2015 di Pengadilan Agama Martapura yang pada inti pokok gugatannya

adalah memohon agar memperbaiki amar putusan Kasasi Mahkamah Agung

109 yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi ke Il
(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), him. 339
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RI Nomor: 292.K/AG/1997 tanggal 31 Agustus 1999 M. Adapun yang men-
jadi dasar penggugat dalam mengajukan gugatannya yaitu berdasarkan Fatwa
Mahkamah Agung RI Nomor: 91/WK.MA.Y/XI11/2014 yang isinya menya-
takan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perkara tersebut diserahkan kepada
Pengadilan Agama Martapura di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi Aga-
ma Banjarmasin selaku kawal depan (voorpost). Gugatan perbaikan amar ini
diajukan karena pada putusan kasasi Nomor: 292.K/AG/1997 tidak dapat dil-
aksanakan (non executable) dikarenakan tidak adanya sifat condemnatoir
berupa perintah menghukum tergugat, padahal dalam amar putusan Pengadi-
lan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding amarnya bersifat kondem-
nator.

Pada putusan tingkat pertama  yaitu  putusan  Nomor:
121/Pdt.G/1996/PA.Mtp telah dikabulkan pada tanggal 26 Desember 1996 M.
Adapun isi amar putusan ini yang bersifat menghukum terdapat pada poin 8
berbunyi “Menghukum Tergugat | untuk menyerahkan tanah dan rumah terse-
but dalam dictum angka 4.2. di atas, kepada Penggugat dalam keadaan kosong
dan tanpa beban apapun juga; kecuali tanah yang dikuasai Tergugat VI ukuran
20 x 39 meter, dapat diganti dan diperhitungkan dengan bagian Salimah terse-
but di atas (dictum 4.3 di atas)”**

Pada putusan banding yang diajukan tergugat ke Pengadilan Tinggi
Agama Banjarmasin dengan perkara Nomor: 09/Pdt.G/1997/PTA.Bjm pada

tanggal 21 Mei 1997 M dalam amar putusan ini menyatakan “Menguatkan Pu-

19 pytusan Pengadilan Agama Martapura Nomor: 0449/ Pdt.G/2015/PA.Mtp. him. 8
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tusan Pengadilan Agama Martapura tanggal 26 Desember 1996 M, bertepatan
dengan tanggal 15 Sya’ban 1417 H.” Selain menguatkan, pada putusan ini isi
amarnya juga ada sedikit perbaikan namun tidak merubah substansi dari
pokok perkara yang pernah diputuskan pada pengadilan tingkat pertama

Pada putusan kasasi yang diajukan oleh turut tergugat/pembanding 1l
ke Mahkamah Agung RI yaitu perkara Nomor: 292.K/AG/1997 tanggal 31
Agustus 1999 M. putusan ini dikabulkan oleh majelis hakim yang isinya
“Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tinggi Banjarmasin tanggal 21
Mei 1977 M, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1418 H, Nomor:
09/Pdt.G/1977/PTA.Bjm dan Putusan Pengadilan Agama Martapura tanggal
26 Desember 1996 M, bertepatan dengan tanggal 15 Sya’ban 1417 H, Nomor:
121/Pdt.G/1996/ PA .Mtp”. Selain membatalkan putusan sebelumnya pada pu-
tusan kasasi Nomor: 292.K/AG/1997 ini amar putusan yang bersifat
menghukum atau amar kondemnator tidak ada lagi, sehingga dapat dikatakan
bahwa dalam putusan tersebut hanya melekat sifat deklarator. Tidak hanya
sampai disitu, pihak yang berperkara juga melakukan upaya hukum Penin-
jauan Kembali atas putusan kasasi Nomor: 292.K/AG/1997 dengan register
perkara Nomor: 36.PK/AG/2002 tanggal 20 Januari 2005 M, namun upaya
hukum tersebut tidak dikabulkan.

Berdasarkan penjelasan yang penulis sampaikan diatas maka yang
menjadi problematika pelaksanaan eksekusi tersebut adalah:

a. Ketika para penggugat yang telah memenangkan atas perkara sebe-

lumnya yaitu putusan Nomor: 121/Pdt.G/1996/PA.Mtp jo putusan
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Nomor: 09/Pdt.G/1997/PTA.Bjm mengajukan permohonan eksekusi
ke Pengadilan Agama Martapura atas putusan diatasnya putusan
kasasi Nomor: 292.K/AG/1997, permohonan ini dinyatakan non
executable melalui surat Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor:
W15.A12/420/HK.05/1V/2014. Mengapa demikian? Karena obyek
sengketa tersebut sekarang sudah menjadi kewenangan wilayah Pen-
gadilan Agama Banjarbaru. Dengan adanya pernyataan tersebut tentu
para tergugat merasa bahwa apa yang menjadi haknya tidak dapat
mereka miliki, sehingga untuk mendapatkan haknya tersebut maka
perlu diajukan gugatan baru penambahan amar.

Putusan kasasi Nomor: 292.K/AG/1997 tentu saja mengandung cacat
formil, sebab pada putusan inilah yang menjadi masalah sehingga tid-
ak dapat dilaksanakan dan dinyatakan non executable karena tidak
melekat sifat kondemnator. Kecacatan formil ini tentunya yang patut
dipertanyakan mengapa mejalis hakim yang memutus perkara tersebut
jutru menghilangkan amar condemnatoir? Padahal dalam dua putusan
sebelumnya masih termuat sifat condemnatoir. Apakah mejelis hakim
keliru? atau majelis hakim memang sudah tepat? karena dalam memu-
tuskan perkara tersebut memiliki alasan dan dasar hukumnya.
Mengenai hal tersebut tentunya penulispun tidak dapat menjelaskan
apa yang terjadi karena tidak dibahas dalam putusan ini mengenai

alasan tersebut.
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c. Pada putusan kasasi Nomor: 292.K/AG/199 telah membatalkan pu-
tusan tingkat pertama dan banding, maka secara otomatis hanya pu-
tusan ini yang berlaku dan dijadikan dasar acuan para pihak yang ber-
perkara dalam memohon pelaksanaan isi putusan. Jika penulis amati
alur permasalahan yang terjadi upaya hukum sudah tidak bisa lagi dil-
aksanakan, karena dalam perkara tersebut sudah pernah diperkarakan
sampai upaya hukum terakhir yaitu peninjauan kembali. Ketika semua
upaya hukum sudah tidak ada lagi sementara dalam putusan yang te-
lah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) tidak dapat dil-
aksanakan karena ada kecacatan formil, maka pengajuan gugatan baru
penambahan amar yang dilakukan para penggugat sudah tepat. Seha-
rusnya dalam perkara gugatan baru tersebut dikabulkan oleh mejelis
hakim guna menjamin hak-hak para pencari keadilan yang merasa
dirugikan. Jika majelis hakim mengabulkan tentunya dasar hukum
yang digunakan sama seperti yang penulis jelaskan sebelumnya yaitu

dengan menggunakan doktrin.

Setelah mengamati isi Putusan Nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp yaitu
tentang pertimbangan hukum hakim ternyata gugatan ini dicabut oleh
Penggugat. Alasan mengapa gugatan ini dicabut juga tidak diketahui karena
tidak dijelaskan secara detail. Sungguh sangat disayangkan jika kita melihat
serangkain perjalanannya perkara ini telah melalui proses yang sangat panjang
serta membutuhkan waktu yang sangat lama dan pada akhirnya tidak

mendapatkan hasil yang diinginkan.
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Penulis mencoba memberikan pendapat dan berkesimpulan bahwa para
penggugat menyerah untuk menyelesaikan perkara ini karena proses yang di-
ajalani sudah terlalu lama dan rumit untuk diselsesaikan. Melihat lamanya
jangka waktu tersebut tentunya ada kemungkinn obyek sengketa juga telah
beberapa kali berpindah tangan, sehingga untuk menyelesaikan perkara terse-
but di pengadilan akan ada banyak pihak ketiga yang ditarik ke dalam perkara.
Selain itu tentunya biaya yang dikeluarkan terhadap perkara ini tidak sedikit
mengingat prosesnya sudah sangat banyak. Memang biaya di dalam ruang
lingkup peradilan tidak terlalu mahal, namun diluar daripada itu dalam
beracara ke Pengadilan dimungkinkan para penggugat menggunakan jasa ban-
tuan dari advokat hukum guna membantu dalam hal apa yang tidak dimengerti
mengenai proses beracara.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas dapat penulis pahami bah-
wasanya inilah problematika hukum yang terjadi, jika demikian maka
siapakah yang akan bertanggung jawab? Dalam hal mencari siapa yang salah
dan benar tentunya kita tidak bisa memvonis kepada salah satu pihak saja,
biasa saja unsur kesalahan atau kekeliruan itu terletak kepada majelis hakim
yang memutus namun bisa juga terletak kepada Para Penggugat itu sendiri.
Oleh sebab itu, dalam hal perkara pengajuan gugatan ataupun putusan yang di
putusan tidak boleh dibuat sembarangan, karena jika terjadi kesalahan atau
kekeliruan maka akan ada akibat hukum yang lain. Jika permasalahan ini tidak
diselesaikan secara bijak tentunya ada pihak pihak yang dirugikan, sebeb apa

yang menjadi hak daripadanya tidak bisa didapatkan.
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3. Analisis Problematika Pelaksanaan Putusan Pada Gugatan Baru
Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt

Putusan nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt diajukan pada tanggal 5
Maret 2009 atas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yaitu
Putusan perkara nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo putusan perkara nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby. Gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan
baru penambahan dictum putusan. Adapun yang menjadi alasan gugatan ini
diajukan adalah karena dalam putusan tersebut terdapat kesulitan untuk
dieksekusi oleh jurusita karena posita dan petitum para tergugat belum
dipertimbangkan, sehingga dalam pertimbangan amar putusan tersebut masih
tercecer yakni berupa sebuah bangunan dapur yang berdiri distas objek
sengketa.

Setelah mengamati seluruh isi putusan nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt
penulis selanjutnya mengklasifikasikan apa yang menjadi problematika dalam
permasalahan ini, yaitu:

a. Pada putusan nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo putusan nomor
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby isi posita poin 8:
Bahwa penguasaan atas seluruh objek sengketa I, objek sengketa Il
dan objek sengketa Ill oleh para tergugat dengan mengabaikan hak-
hak para penggugat sebagai ahli waris almarhumah adalah melawan
hak se hingga oleh karenanya melawan hukum. Oleh karena aku wajar
apabila para tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari
padanya diperintahkan diperintahkan oleh Pengadilan Agama
Magetan untuk membongkar dua bangunan rumah yang berdiri diatas
tanah obyek sengketa Il selanjutnya menyerahkan objek sengketa I,

obyek sengketa Il dan objek sengketa Ill dalam keadaan kosong
kepada para penggugat untuk dibagi waris.***

! pytusan Pengadilan Agama Magetan nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt, him. 2-3
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Isi petitum poin 7:

Menghukum para tergugat serta siapa saja yang memperoleh hak dari
padanya untuk membongkar dua bangunan rumah yang berdiri diatas
obyek sengketa Il dan selanjutnya menyerahkan obyek sengketa I,
obyek sengketa Il dan obyek sengketa Il dalam keadaan kosong
kepada para penggugat untuk dibagi waris.

Isi dictum point 2:

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek
sengketa I, I, dan 11l kecuali pada berita acara penyitaan jaminan no-
mor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt tanggal 14 Maret 2007 halaman 4 (em-
pat) point C.

Isi dictum Point 3:

Memerintahkan kepada jurusita untuk mengangkat penyitaan pada
berita acara penyitaan jaminan halaman 4 (empat) point C, yang mana
point C tersebut berupa bangunan dapur yang berdiri diatas obyek
sengketa 1.2

Berdasarkan isi beberapa point diatas ternyata dalam posita dan
petitum yang diajukan oleh penggugat pada gugatan perkara sebe-
lumnya memang masih tercecer yang mendalilkan obyek sengketa
hanya berupa dua bangunan rumah yang berdiri diatas obyek sengketa
Il selanjutnya menyerahkan objek sengketa I, obyek sengketa Il dan
objek sengketa Il1 dalam keadaan kosong kepada para penggugat untuk
dibagi waris. Ternyata pada saat eksekusi yang dilakukan jurusita terd-
pat bangunan lain berupa dapur yang tidak termuat dalam amar pu-
tusan, sehingga mengalami keraguan dalam mengeksusi dan hanya me-
letakkan sita jaminan terhadap obyek tersebut.

Pada perintah amar putusan yang putuskan oleh hakim juga te-

lah mengecualikan obyek tersebut, maka dalam hal ini menurut penulis

2 1bid
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hakim sudah tepat mengambil keputusan yang sesuai dengan apa yang
diminta oleh penggugat. Sebab dalam mengambil keputusan hakim dil-
arang mengabulkan melebihi tuntutan, larangan ini disebut ultra peti-
tum partium. Putusan yang mengabulkan melebihi posita maupun petita
gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang. Putusan seperti
tersebut harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu dilakukan dengan
itikad baik. Karena hal tersebut dianggap tindakan tidak sah (illegal).**
Oleh sebab itu, kekeliruan yang terjadi dalam hal ini disebabkan oleh
kekeliruan oleh penggugat sendiri.

Menurut penulis gugatan baru penambahan amar putusan
perkara nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt ini semestinya tidak dilakukan
jika penggugat lebih cermat membuat tuntutan dalam mengajukan
gugatan pada putusan sebelumnya. Seharusnya sebelum putusan
perkara nomor: 505/Pdt.G/2006/PA.Mgt jo putusan perkara nomor:
118/Pdt.G/2007/PTA.Sby diputuskan oleh pengadilan, penggugat dapat
melakukan perubahan gugatan dengan berdasarkan pasal 127 reglement
op de burgerlijk rechtsvordering (Rv) selama masih dalam proses
pemeriksaan dan belum ada upaya pemanggilan para pihak tergugat
serta belum diadakan upaya perdamaian oleh pihak pengadilan.

b. Pada perkara yang bersifat condemnatoir ternyata dapat juga dilakukan

gugatan baru penambahan amar putusan.

113

Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, cet. XV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), him.
801
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Pada perkara putusan perkara nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt
yang menjadi permasalahan adalah tercecernya amar putusan, namun
sifat yang melekat pada putusan tersebut tetaplah bersifat condemna-
toir. Perkara pengajuan gugatan baru penambahan amar ini ternyata
dikabulkan oleh majelis hakim, hal ini dapat kita lihat pada pertim-
bangan hukum hakim. Pada pertibangan hukum hakim halaman 34 ha-
kim menggunakan dasar bahwa penyelenggaraan peradilan adalah demi
tegaknya hukum dan keadilan (pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun
2004 tentang kekuasaan kehakiman). Apabila suatu putusan tidak dapat
dijalankan, maka tujuan tegaknya hukum dan keadilan tidak dapat di-
capai.

Kemudian dalam pertimbangan hukum hakim pada halaman 35
ternyata hakim menggunakan dasar hukum pendapat M. Yahya Hara-
hap “agar terhadap putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklara-
tor dapat melekat kekuatan eksekutorial, pihak yang berkepentingan
mesti mengajukan gugatan baru. Hanya melalui gugatan baru yang
dapat memungkinkan untuk dieksekusi”. Kemudian hakim menginter-
pretasikan putusan perkara kontentiosa meskipun telah bersifat kon-
demnator namun belum sempurna dapat diajukan gugatan baru agar
dapat melekat kekuatan eksekutorial.

Selain itu dalam pertimbangan hukum hakim yang lain, hakim
yang menangani perkara ini dalam menggunakan pendapat M. Yahya

Harahap tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang dimaksud da-
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lam gugatan baru. Seperti tidak memeriksa dan menilai isi materi
pokok perkara sebelumnya, hanya memeriksa sebatas tentang relevansi
amarnya saja mengenai keterkaitan apakah dapat atau tidaknya
penambahan amar ini dikabulkan. Ternyata dalam pembuktiannya
memang benar bahwa bangunan dapur tersebut merupakan bagian yang
menjadi obyek sengketa, sehingga apa yang menjadi sengketa hak
milik yang telah diperjual belikan tersebut tepat untuk ditarik ke dalam

perkara ini.

Penjelasan yang penulis ungkapkan dari ketiga putusan diatas hanya
sebatas pada pokok apa yang menjadi problematika dan penyelesainnya dalam
permasalahan gugatan baru, baik itu gugatan baru berupa penambahan amar,
perbaikan amar, ataupun perubahan amar putusan. Adapun mengenai penjelasan
lain tentang pertimbangan hukum hakim diluar tentang gugatan baru menurut
penulis sudah tepat dan tidak perlu dijelaskan lagi, sehingga pembahasan tersebut
akan penulis gambarkan secara umum saja.

Problematika pelaksanaan putusan yang terjadi dari tiga kasus tersebut
tentunya menimbulkan permasalahan hukum baru dalam dunia peradilan yang
disebabkan adanya ketidak cermatan dalam proses penyelenggaraan hukum acara
perdata di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang telah penulis ketahui tujuan
hukum acara perdata adalah mengatur tentang tatacara beracara dipersidangan,
baik tentang pengajuan gugatan dari para pencari keadilan maupun proses

pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan. Oleh sebab itu, ketika terjadinya
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kekeliruan dalam proses ini bukan hanya masalah yang terselesaikan akan tetapi
justru menimbulkan permasalahan hukum baru yang belum ada aturannya.

Dalam Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 ayat 2 berbunyi “Pengadilan membantu pencari keadi-
lan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Peraturan ini
tentunya tidak dipahami secara tekstual saja akan tetapi dalam pelaksanaannya
tetap harus memperhatikan nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya.
Melalui asas ini penulis berpendapat bahwa pada permasalahan yang menjadi
sebab proses pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan eksekusi terjadi pada putusan
sebelumnya karena tidak memenuhi ketentuan undang-undang. Hal tersebut dapat
dilihat dari akibatanya yakni putusan sebelumnya jutru terkesan tidak adanya
kecermatan, memerlukan waktu yang relatif lama, dan juga memerlukan biaya
tambahan lagi karena harus mengajukan gugatan baru agar dapat dilaksanakan.

Kemudian jika ditinjau dengan asas Tujuan Hukum keadilan, kepastian
hukum, dan kemanfaatan pada putusan sebelumnya dari ketiga kasus diatas maka
nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan juga tidak terpenuhi. Ketiga
asas ini merupakan unsur yang harus ada dalam putusan hakim walaupun hanya
asas prioritasnya saja yaitu keadilan. Dalam putusan yang tidak dapat
dilaksanakan tentunya memiliki makna sia-sia dan ada pihak yang dirugikan dari
hal tersebut, sehingga apabila nilai keadilan tidak terpenuhi maka sulit untuk

mencapai kedua nilai yang lainnya.
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Pembahasan tentang problematika pelaksanaan putusan pada kasus-kasus
diatas yang menimbulkan permasalahan hukum baru harus ditemukan solusinya
yaitu dengan jalan mengajukan gugatan baru penambahan, perubahan, atau
perbaikan amar atas putusan tersebut agar dapat disempurnakan. Walaupun cara
demikian tergolong tidak lazim dan tidak aturan undang-undang yang
membolehkan cara demikian hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan
mengadili permasalahan ini. Selain itu juga problematika dalam kasus-kasus
tersebut berkaitan dengan pengeksekusian harta waris yang merupakan
kompetensi absolut Peradilan Agama.

Adapun langkah penyelesaian problematika pelaksanaan putusan adalah
dengan jalan pengajuan gugatan baru seperti pada perkara Nomor:
0450/Pdt.G/2012/PA.KAG, Putusan perkara Nomor: 219/Pdt.G/2009/PA.Mgt,
dan putusan nomor: 0449/Pdt.G/2015/PA.Mtp. Adapun dasar hukumnya penulis
sependapat dengan hakim yang mengabulkan menggunakan dasar demi tegaknya
hukum dan keadilan sesuai dengan pasal 1 undang-undang nomor 4 tahun 2004
tentang kekuasaan kehakiman. Jika gugatan baru ini tidak dikabulkan maka nilai
suatu putusan jika tidak dapat dilaksanakan maka akan jadi sia-sia dan tidak
memiliki nialai apa-apa.

Penulis sependapat dengan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., SIP., M.Hum
juga berpendapat bahwa jika hakim lalai atau lupa mencantumkan amar yang
bersifat kondemnator sebagaimana tersebut diatas, maka pihak yang ingin agar
putusan itu dijalankan harus mengajukan gugatan baru kepada pengadilan yang

memutuskan perkara semula, dengan dalil gugatan berdasarkan putusan deklarator
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dan meminta dalam Petitum agar barang-barang yang telah diputus dalam perkara
terdahulu supaya dieksekusi dan kalau perlu diminta putusan uitvoerbaar bij
vorraad (putusan serta merta) meskipun ada banding dan kasasi.

M. Yahya Harahap yang mengatakan bahwa sifat deklarator yang terdapat
dalam putusan perkara kontetiosa (perkara sengketa) dapat berubah menjadi
putusan yang berkekuatan eksekusi dengan bantuan gugatan baru, yang mana
gugatan tersebut dapat juga disertai dengan permintaan untuk melaksanakan
secara serta merta. Selain itu beliau juga menjelaskan Apabila suatu putusan ber-
dasarkan sifat negatif seperti hal tersebut maka putusan tidak melekat asas nebis
in idem, tidak memiliki kepastian hukum kepada para pihak, tidak mempunyai
kekuatan mengikat kepada para pihak. Sehingga dalam keadaan seperti itu pihak
yang merasa berkepentingan dapat atau berhak mengajukan perkara untuk kedua
kalinya dengan jalan menyesuaikan atau memperbaiki cacat formil yang dimaksud
pada gugatan semula.

Sehubungan dengan pengajuan gugatan baru yang meminta eksekusi ter-
hadap suatu putusan perkara kontentiosa yang bersifat deklarator, Hakim yang
memeriksanya perlu diperingatkan. Setiap hakim yang memeriksa gugatan baru
yang berkenaan dengan permintaan eksekusi terhadap putusan perkara kontentiosa
yang bersifat deklarator perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain:

a. Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa isi putusan deklarator
b. Fungsi Hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang

mengenai dapat atau tidaknya putusan deklarator tersebut di eksekusi,
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dengan cara meneliti dengan seksama apakah pernyataan deklarator tadi
dapat dikaitkan dengan eksekusi.

c. Jika putusan deklarator melalui gugatan baru benar-benar dapat
dieksekusi semestinya Hakim mengabulkannya dengan Putusan eksekusi
terlebih dahulu.

d. Eksekusinya dapat terus dijalankan, sekalipun pihak tereksekusi
mengajukan Banding atau Verzet.

Berdasarkan kedua pendapat diatas dapat penulis pahami dalam hal gugatan
baru yang belum ada hukumnya diperbolehkan saja dan tidak melanggar aturan
hukum yang sudah ada. Dalam hal gugatan baru ini tidak terjadi nebis in idem
karena yang membedakan perkara gugatan baru dengan sebelumnya adalah materi
materi pokok yang diajukan yang menjelaskan sebab pelaksanaan eksekusi tidak
dapat dilaksanakan. Untuk lebih memudahkan memahami yang dimaksud penulis
mencoba mensederhanakannya sebagai berikut:

Dalam sebuah surat gugatan yang umum diketahui memiliki unsur dari identitas
para pihak, posita, dan juga petitum;
1. Terdapat identitas para pihak

2. Posita, dalam posita ini langsung merujuk kepada putusan sebelumnya

yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana putusan yang telah

disebutkan sebelumnya.
a. Dalam rumusan masalah tidak kembali menjelaskan pokok sengketa
dalam kasus sebelumnya, melainkan mengajukan permintaan untuk

putusan kondemnator atas putusan deklarator sebelumnya;
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b. Dalam rumusan posita ini menyebutkan putusan sebelumnya tidak
dapat dilaksanakan, dan alasan adanya gugatan baru ini karena sudah
tertutup kemungkinan untuk mengajukan upaya hukum.

c. Memaparkan bukti-bukti tertulis seperti penetapan eksekusi yang
menyatakan putusan noneksekutabel karena bersifat deklarator, dan
memaparkan surat rekomendasi atau fatwa pwngadilan tinggi atau
Mahkamah Agung untuk mengajukan gugatan baru.

3. Petitum, menjelaskan secara jelas bahwa penggugat hanya meminta untuk
menghukum tergugat sesuai putusan deklarator sebelumnya, dan meminta

agar putusan dapat dilaksanakan dengan serta merta.



